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Kata Kunci   : Pemborongan, Pekerjaan, Spesifikasi, rumah, dan Ijārah  
     bi al-‘amal 
 
 Pembangunan perumahan membutuhkan keahlian tukang dan pekerja, 
serta kehandalan mereka dalam mengaplikasikan gambar ke dalam bentuk rumah 
yang dibutuhkan konsumen. Manajemen PT DSP yang membangun rumah di 
lokasi strategis telah memperkerjakan pemborong untuk membangun real estate 
yang akan segera mereka pasarkan kepada costumer. Dalam pembangunan real 
estate PT DSP ini hanya mengandalkan satu orang pemborong sehingga 
menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, dan menjadi  fokus penelitian 
yaitu: Bagaimana kesepakatan antara developer PT. Darussalam Seujahtera 
Properti dengan pihak pekerja bangunan? Bagaimana pihak developer 
memastikan pihak pekerja bangunan dapat melaksanakan semua kesepakatan? 
Bagaimana perspektif akad ijảrah bi al-‘amal terhadap perjanjian dan pekerjaan 
pemborongan rumah? Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan 
meneliti fenomena implementasi akad ijảrah bi al-‘amal, dengan teknik 
pengumpulan data interview dan data dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis 
analisis bahwa kesepakatan yang dibuat secara tertulis memuat hak dan 
kewajiban para pihak, waktu pekerjaan pembangunan yang harus diselesaikan 
dan juga kesepakatan lainnya berupa konsekuensi yang muncul dari pengabaian 
kesepakatan. Pihak developer harus memastikan bahwa kemampuan pemborong 
melakukan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan 
tukang mampu mewujudkan rumah real estate sesuai dengan gambar yang 
dibuat, kualitas bangunan dan nilai estetika sangat penting agar rumah cepat 
terjual. Untuk menjaga kualitas dan spesifikasinya sesuai dengan desain pihak 
developer PT DSP juga memperkerjakan pengawas untuk melakukan quality 
control. Pihak pemborong sebagai pihak kedua dalam kontrak pekerjaan 
pembangunan rumah real estate PT DSP mengerjakan semua unit rumah yang 
telah dikavling sesuai dengan ukuran dalam desain. Dalam perspektif fiqh 
muamalah pekerjaan yang dihasilkan oleh pihak pemborong merupakan skill 
yang harus dihargai dengan harga yang sepadan, namun dalam kontrak disepakati 
Rp 650.000,- permeter, meskipun harga agak rendah namun menurut konsep fiqh 
v 
 
 
 
muamalah perjanjian ijảrah bi al-‘amal tersebut telah memenuhi syarat dan 
rukun, dan yang paling substansial akad ijarah bi al-amal tersebut dilakukan 
secara suka rela tanpa ada paksaan dan tindakan pendhaliman. Dengan demikian 
perjanjian pemborongan yang dilakukan antara manajemen PT DSP dengan pihak 
pemborong sah dari sisi legalitasnya, namun para pihak harus tetap terbuka dalam 
mengimplementasikan perjanjian agar terhindari dari tindakan tadlis dan gharar 
sehingga tidak menimbulkan kefasidan dalam akad. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  
 
1. Konsonan 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
 
 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilamban
gkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب b 
 
17 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت t  18 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
19 غ g 
 
5 ج j  20 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
21 ق q 
 
7 خ kh  22 ك k  
8 د d  23 ل l  
9 ذ ż 
z dengan titik 
di atasnya 
24 م m 
 
10 ر r  25 ن n  
11 ز z  26 و w  
12 س s  27 ه h  
13 ش sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
29 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
   
 
 
2. Konsonan 
 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
ix 
 
  َ  Fatḥah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 
dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 
ي   َ  Fatḥah dan ya ai 
و   َ  Fatḥah dan wau au 
 
Contoh: 
 
فيك  : kaifa    لوه  : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 
ي / ا   َ  Fatḥah dan alif atau ya ā 
ي   َ  Kasrah dan ya ī 
ي   َ  Dammah dan wau ū 
 
Contoh: 
 
  لا ق : qāla 
ى م  ر : ramā 
  لْي ق : qīla 
  لْو ق ي : yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
x 
 
 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh: 
 
 ْلا فْط ْلاا  ة  ضْو  ر : rauḍah al-aṭfāl 
  ا ْة  ر َّو ن  مْلا  ة نْي  د  مْل  : al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul Munawwarah 
 ْة  حْل ط  : Ṭalḥah 
 
Catatan: 
 
Modifikasi 
 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah 
penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak 
ditranliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Akad ijârah bi al-‘amal diimplementasikan dalam banyak sektor oleh 
masyarakat yang berbasis pada sektor jasa biasanya direalisasikan dalam bentuk 
profesi dan juga pekerjaan perburuhan. Sebagai salah satu akad yang eksis dalam 
uqud al-musamma
1
  akad ijârah bi al-‘amal ini dapat digunakan secara fleksibel 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ijârah bi al-‘amal ini telah dikembangkan 
menjadi profesi yang sangat menguntungkan dengan mengandalkan skill yang 
mutakhir dan mumpuni seperti jasa dokter, bankir, lawyer, konsultan bisnis. Namun 
ada juga ijârah bi al-‘amal ini digunakan dalam tataran pekerjaan biasa dan juga 
mengandalkan tenaga seperti pekerja bengkel dan pekerja bangunan atau perburuhan. 
Saat ini pekerjaan yang bertumpu pada tenaga perburuhan semakin 
dibutuhkan oleh masyarakat, seiring semakin gencarnya pembangunan yang 
dilakukan sehingga tingkat permintaan buruh semakin tinggi. Pihak pengguna jasa 
buruh dan pihak pekerja harus merumuskan kesepaktan kerja dalam bentuk kontrak 
yang berisi tentang hak dan kewajiban. Dalam konsep fikih secara tegas fuqaha telah 
                                                             
1
 ‘Uqud al-musamma merupakan pembagian akad dalam  bentuk akad yang memiliki nama 
yang telah ditentukan oleh syara’ dengan didasarkan pada  dalil-dalil yang terperinci. Menurut fukaha, 
akad-akad yang dikatagorikan sebagai uqud al-musamma di antaranya ‘aqd al-bai’, ‘aqd al-ijarah, 
‘aqd al-wakalah, ‘aqd al-musyarakah, ‘aqd al-mudharabah, dan lain-lain, Nasrun Haroen, Fiqh 
Muamalah, Cetakan II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 108, dan T.M. Hasbi Ash-shiddiqy, 
Pengantar Fikih Muamalah,cetakan IV, (Jakarta: Pustaka Rezki Putra, 2001) 
2 
 
 
merumuskan pentingnya rukun-rukun akad dibahas dan dirembuk di antara para 
pihak untuk tercapainya kesepakatan. 
  Fuqaha juga menegaskan bila tidak ada kejelasan objek kerja dalam akad 
ijârah bi al-‘amal maka tentu saja salah satu rukunnya berupa ma’qud ‘alaih tidak 
terpenuhi sehingga memungkinkan timbulnya potensi perselisihan dan 
mengakibatkan rusaknya akad.
2
 Dalam  akad ijârah bi al-‘amal  harus denga jelas 
para pihak mensepakati bentuk jasa yang akan dilakukan, termasuk penjelasan 
spesifikasi pekerjaan bila itu dibutuhkan, menjelaskan masa perjanjian kerja itu 
berlangsung karena tanpa penjelasan waktu tertentu maka objek pekerjaan menjadi 
tidak jelas, dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut 
berakhir juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam ma’qud 
‘alaih akad ijârah bi al-‘amal. Menurut fukaha Syafi’i kejelasan waktu dalam akad 
ijârah bi al-‘amal sangat penting karena memiliki konsekwensi terhadap upah atau 
biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.
3
  
Berkenaan dengan sewa menyewa itu berarti berkaitan dengan waktu tempo 
yang diperlukan.Hal ini dikarenakan  sifat ijârah bi al-‘amal temporal, hanya 
berlangsung dalam waktu tertentu berbeda dengan akad jual beli yang sifatnya 
permanen karena pengaruhnya merupakan pemindahan kepemilikan suatu barang.
4
 
Setelah objek pekerjaan dijelaskan dan telah dicapai kesepakatan, selanjutnya  dalam 
                                                             
2 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuh, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 
2011),hlm.393. 
3
Syarbini Al-Khathib, Mughniy Muhtaj,  Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 322.  
4 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, hlm. 385  
3 
 
 
merealisasikan akad para pihak harus menjauhi unsur-unsur kebohongan dan unsur 
penipuan, baik penipuan dalam bentuk tadlis
5
 maupun gharar
6
 yang dilakukan oleh 
muajjir (pihak yang memberikan ijârah bi al-‘amal) maupun penipuan yang 
dulakukan oleh musta’jir (orang yang memakai ijârah bi al-‘amal). Kedua belah 
pihak yang melakukan akad ijarah  dituntut memiliki pengetahuan yang memadai 
terhadap objek ijarah bi al-amal.
7
 
Setiap orang yang telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan suatu 
pekerjaan yang diupah untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas tersebut. 
Haram baginya melakukan penipuan dan berkhianat dalam pekerjaan. Sebagaimana 
wajib baginya untuk meneruskan pekerjaan selama waktu pengupahan berlangsung. 
Ia tidak boleh melewatkan sedikitpun waktu tanpa pekerjaan.
8
 Melakukan pekerjaan 
lain yang tidak bermanfaat disenggang waktu pekerjaan juga dapat melalaikan 
pekerjaan utama yang seharusnya dikerjakan. Upah orang sewaan adalah hutang yang 
menjadi tanggung jawab penyewa dan juga hak wajib bagi orang sewa. Penyewa 
wajib membayarkan tanpa ada penundaan dan pengurangan. Menurut Abu Hanifah 
wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan pekerjaan yang telah 
selesai dilakukan dan manfaat yang diterimanya.
9
  
                                                             
5
Tadlis yaitu transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak 
6
 Gharar yaitu tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain 
7
 Helmi Al. Karim, Fiqh muamalah, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002) hlm. 35. 
8 Shalih bin Fauzan al Fauzan, Ringkasan  Fikih Lengkap (Dar al-Ashimah,), (Jakarta: Darul 
Falah, 2005),  hlm. 636. 
9
Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.  121. 
4 
 
 
Kebutuhan orang untuk memiliki rumah sangat meningkat dengan 
bertambahnya jumlah penduduk. Sehingga untuk memiliki rumah bagi sebagian 
orang menajdi sulit. Untuk memiliki rumah bagi sebagian orang lebih memilih 
membeli rumah yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan propety yang siap untuk 
dihuni.  
Dalam pembangunan rumah real estate pihak developer membutuhkan tenaga 
kerja untuk membangun sebuah perumahan. Pihak developer menyewa tenaga kerja 
pembangunan rumah agar rumah yang diinginkan oleh pihak developer sesuai dengan 
spesifikasi yang diberikan. Tetapi dalam pelaksanaan sering timbul masalah di antara 
para pihak. Hal yang sering terjadi  adalah perselisihan antara  para pihak karena 
bangunan yang diinginkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan.   
Permasalahan umum di atas juga dialami  oleh pihak developer perumahan 
yang dibangun oleh PT. Darussalam Sejahtera Properti yang menjadi fokus penelitian 
ini. Perusahaan PT. Darussalam Sejahtera Properti ini berkantor di Jl. Tgk. Chik 
Dilamnyong Darussalam, dengan memperkerjakan 8 orang karyawan, yang berkerja 
sebagai admin officer dan juga karyawan lapangan yang mengontrol dan mengawasi 
proses pembangunan perumahan.  
Saat ini PT. Darussalam Sejahtera Properti sedang menggarap proyek 
realestate di kawasan Darussalam, tepatnya di belakang Rusunawa UIN Ar-Raniry. 
Kawasan perumahan yang sedang dibangun ini merupakan area lpersawahan yang 
dirubah fungsi oleh developer sebagai perumahan yang strategis karena sangat dekat  
ke berbagai sarana dan prasarana umum. Hingga saat ini perumahan ini diminati oleh 
5 
 
 
konsumennya, namun masih terkendala pada proses pembangunannya yang tersendat-
sendat.  
PT. Darussalam Sejahtera Properti sekarang ini sedang mengerjakan 15 unit 
rumah di kawasan Rukoh dengan type 45, 70 dan 80. Penggarapan ini sedang diburu 
untuk memasarkan sesuai dengan momentum tahun ajaran baru, saat banyak 
masyarakat mencari rumah untuk tempat tinggal anak-anaknya baik yang belajar 
ataupun kuliah di Darussalam.
10
 Pekerjaan pembangunan ke 15 unit rumah dikerjakan 
secara borongan oleh kepala tukang
11
, setiap rumah dikerjakan oleh bebarapa orang 
pekerja yang memiliki peran masing-masing. Dari hasil wawancara yang telah 
penulis  lakukan dengan salah satu pemilik perumahan, tukang pembuat perumahan 
ini tidak ahli dalam membuat sebuah rumah secara keseluruhan, karena setiap jenis 
pekerjaan pada rumah memiliki spesifikasi tertentu sehingga dibutuhkan skill tertentu 
pula.
12
  
PT. Darussalam Sejahtera Properti saat ini mempercayakan pekerjaan 
pembangunan perumahannya kepada satu orang kepala tukang atau pemborong yang 
memiliki anggota sekitar 20 orang, perusahaan ini juga memperkerjakan tukang yang 
digaji secara harian. Untuk tukang pemborong gajinya dibayar berdasarkan volume 
pekerjaan, dan baru dibayar lunas nantinya setelah pekerjaan bangunan selesai. 
                                                             
10 Wawancara dengan Jufri, karyawan  pada PT. Darussalam Sejahtera Properti, pada tanggal 
10 April di Banda Aceh. 
11
 Kepala tukang  merupakan istilah yang digunakan masyarakat Aceh untuk pemborong yang 
mengerjakan pekerjaan bangunan. Kepala tukang biasanya memiliki beberapa pekerja yang 
membantunya yang dinamai dengan kenet. 
12
 Wawancara dengan Murkhana, salah satu devoloper pada PT. Darussalam Sejahtera 
Properti, pada tanggal 10 April 2015 di Banda Aceh. 
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Dalam proses pembangunan ini sering muncul dilema dan perselisihan antara PT. 
Darussalam Sejahtera Properti dengan pihak pemborong karena terlambatnya 
pekerjaan selesai sesuai dengan date line yang telah disepakati, juga permasalahan 
dalam menghitung volume pekerjaan dan besaran ambilan upah yang bisa dibayarkan 
oleh pihak PT. Darussalam Sejahtera Properti kepada pihak pemborong atau kepala 
tukang, bahkan yang paling fatal yang dialami oleh PT. Darussalam Sejahtera 
Properti yaitu pihak pemborong melarikan diri dan melakukan wanprestasi dari 
kewajibannya setelah mengambil upah lebih dari volume pekerjaan yang 
dilakukannya. 
 Pada tahap awal pengerjaan rumah ini sering terjadi pekerja salah melihat 
gambar rumah yang menjadi acuan pembangunan menyebabkan hasil pekerjaan tidak 
sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, sehingga developer memerintahkan kepada 
tukang untuk membongkar kembali bangunan yang telah rampung. Hal ini merugikan 
kedua belah pihak, pihak developer dirugikan karena harus mengeluarkan biaya 
tambahan untuk memperbaiki bangunan, dan pihak pekerja rugi terhadap waktu, upah 
yang tidak diberikan akibat kelalaiannya, dan harus rela kehilangan pekerjaan yang 
semestinya menjadi pekerjaan selanjutnya. 
Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak pekerja, kendala juga 
dialami pihak pekerja jika bahan bangunan atau  bahan material pasir habis lalu telat 
untuk menyediakannya kembali, pekerja dengan sistem borongan dirugikan dengan 
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bertambahnya biaya hidup sehari-hari yang disebabkan oleh bertamabahnya tempo 
waktu selesainya pengerjaan pemabangunan.
13
 
Dalam pembangunan rumah real estate ini, antara pihak developer dengan 
pihak pekerja saling membutuhkan satu sama lain. Pihak developer membutuhkan 
tenaga pekerja untuk  membuat perumahan, sedangkan pihak pekerja membutuhkan 
developer untuk mendapatkan pekerjaan lalu mendapatkan upah. Namun di lain sisi, 
sistem pekerjaan pemborongan pembangunan perumahan real estate  masih banyak 
yang menyimpang dari  konsep akad ijarah bi al-amal yang dikemudian hari 
menyebakan perselisihan antara dua belah pihak. Dari permasalahan ini, antara para 
pihak yang berakad muajjir (pihak yang memberikan ijârah bi al-‘amal) dan 
musta’jir (orang yang memakai ijârah bi al-‘amal)  harus dengan benar 
melaksanakan kewajibannya dan apa yang tidak boleh dilakukannya.    
Berdasarkan penjelasan data awal di atas, problema ini layak untuk diteliti 
lebih detil yang penulis format dalam bentuk penelitian skripsi. Dengan demikian 
penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan 
Pembangunan Rumah Real estate Pada PT. Darussalam Seujahtera 
Property Menurut Akad Ijarah bi al- Amal. 
 
 
 
                                                             
13
 Wawancara dengan maulidan, salah satu pihak pekerja pada PT. Darussalam Sejahtera 
Properti pada tanggal 10 april 
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1.2 Rumusan Masalah  
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dari 
itu diperlukan suatu perumusan masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan tepat 
sasaran. Adapun rumusan masalahnya antara lain: 
1. Bagaimana perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh pihak developer PT. 
Darussalam Seujahtera Property dengan pihak pekerja bangunan dalam 
pembangunan rumah real estate? 
2. Bagaimana pengawasan dan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan 
oleh pihak PT. DSP dan pengaruhnya terhadap pembayaran upah pekerja?  
3. Bagaimana konsekuensi perjanjian pemborongan pembangunan rumah real 
estate PT. Darussalam Seujahtera Property? 
4. Bagaimana perspektif akad ijārah bi al-‘amal terhadap perjanjian dan 
pekerjaan pemborongan rumah? 
1.3 Tujuan Penelitian  
 Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian antara lain: 
1. Untuk meneliti perjanjian yang dilakukan oleh pihak developer PT. 
Darussalam Sejahtera Properti dengan pihak pemborong dalam pembangunan 
rumah realestate. 
2. Untuk mengetahui upaya pihak developer memastikan pihak pemborong 
dapat melaksankan semua perjanjian yang telah dibuat dalam kontrak 
perjanjian. 
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3. Untuk menganalisis perspektif akad ijārah bil al ‘amal terhadap perjanjian 
dan pekerjaan pemborongan rumah. 
1.4 Penjelasan Istilah 
Berikut adalah beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah, 
antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Pemborongan Pembangunan  
Pemborongan pembangunan adalah menangani suatu pekerjaan atau proyek 
perumahan dengan menyediakan tenaga pekerja dalam  jumalah yang banyak. 
2. Real Estate 
Real estate adalah suatu kawasan kompleks perumahan yang terdiri dari 
fasilitas yang lengkap seperti luas tanah, halaman, jalan, air, listrik dan lainnya untuk 
terwujudnya hunian yang nyaman bagi pemiliknya. 
 
1.5  Kajian Kepustakaan 
 Setelah penulis melakukan penulusuran pustaka, belum ada yang menulis 
tentang sitem pekerjaan pembangunan rumah real estate menurut akad ijârah bi al-
‘amal. Adapun jurnal yang berkaitan dengan sistem pembangunan rumah yang 
disusun oleh M. Azief fachreza, Kirta Maha Bretta “ Sistem Informasi Menejemen 
Pembangunan Perumahan pada PT. Tunas Visi Pratama. Dalam tulisan tersebut 
disimpulkan bahwa dengan adanya sebuah sistem informasi menejemen, maka di 
harapkan perusahaan dapat mempermudah pemantauan dan pengawasan 
perkembangan proyek serta pembuatan laporan.  
10 
 
 
 Adapun  tulisan yang berkenaan tentang akad ijarah bi al- amal yaitu karya 
ilmiah yang ditulis oleh Zahriani, “ Implementasi Akad Ijarah bi Al-Amal pada 
perbaikan handphone Studi Kasus di UFO Ponsel Penayong Banda Aceh”. Dalam 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pada perbaikan handphone tidak 
sesuai dengan konsep ijarah bi al-amal karena tidak adanya unsur kerelaan dari 
pelanggan tidak jelas karena pemberi jasa servis memungut biaya perbaikan tanpa ada 
kesepakatan terlebih dahulu dari pelanggan.  
 Selanjutnya tulisan yang berkenaan dengan akad ijarah bi al-amal yaitu karya 
ilmiah yang ditulis oleh Afdal Eilmi berjudul “ Analisis Terhadap Sistem Penetapan 
Tunjangan Prestasi Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijarah bi al-amal”. 
Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tunjangan prestasi kerja pegawai negeri 
sipil (PNS) yang bekerja di satuan kerja pemerintah Aceh (SKPA) diberika  sesuai 
pangkat/golongan PNS, sedangkan untuk pegawai honorer hanya di berikan insentif. 
Selanjutnya penilaian pemberian tunjangan prestasi kerja dilihat dari kinerja (60 %) 
dan disiplin (40 %).  
 Dari beberapa literatur yang telah penulis cantumkan di atas menjadi bukti 
tidak ada tindakan plagiasi dalam penulisan skripsi ini.  
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1.5 Metode Penelitian  
 Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan untuk mengarahkan peneliti agar 
penelitian lebih tersusun dan sistematis.
14
 Kualitas penelitian karya ilmiah sangat 
dipengaruhi oleh cara-cara atau metode yang digunakan penulis dalam penelitiannya. 
adapun cara-cara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 
1.5.1 Jenis Penelitian 
 Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis 
adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian 
yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan meginterpretasikan 
kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.
15
 Dalam penelitian ini, penulis 
mendeskripsikan mengenai sistem pemborongan pembangunan rumah realestate 
yang dilakukan oleh PT. Darusslam Sejahtera properti melalui data-data yang 
diterima dari pihak devoloper dan pihak pekerja, sehingga penelitian dalam karya 
ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan. 
1.5.2 Metode Pengumpulan Data  
  Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan 
metode penelitian perpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field 
research). 
 
                                                             
14 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm 44. 
 
15
 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2006), 
hlm. 26. 
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a. Library Research 
Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertakan 
hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Penulis harus menyiapkan 
kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata 
teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan 
sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan 
yang diteliti.
16
 Pada penelitian ini, bentuk library research yang dilakukan penulis 
yaitu dengan menelaah dan membaca buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet, 
maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya, diantaranya buku Fiqih Islam wa 
Adillatuhu karya Wahbah az Zuhaili, buku Ahmad Wardi Muslich Fiqh Muamalah, 
dan data-data pustaka lain yang dinilai relevan dengan pembahasan pada karya ilmiah 
ini. 
b. Field Research 
Pengumpulan data dengan menggunakan metode field research yang 
dilakukan penulis yaitu  mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian 
langsung pada perumahan yang dibangun oleh PT. Darussalam Sejahtera Properti. 
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data   
 Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 
1. Wawancara/ interviewPengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan 
yang dilakukan  secara guiden dengan kepala tukang, direktur PT. DSP, 
                                                             
16
 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 
2010), hlm. 236. 
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pengawas lapangan PT. DSP, dan dengan komisiaris PT. Darussalam 
Seujahtera Property. 
2. Dokumentasi 
Pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui 
dokumen-dokumen yang terdapat pada PT. Darussalam Sejahtera Properti 
yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
2.5.4. Instrumen Pengumpulan Data  
Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan 
keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.
17
 Untuk 
menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. 
Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil 
wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekan untuk merekam suara atau 
informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar 
wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian. 
 
2.5.5. Langkah Analisis Data 
Setelah data yang diperlukan terkumpul, data tersebut diolah dengan diseleksi 
atas reabilitas dan validitasnya. Data yang rendah tingkat reabilitas dan validitasnya 
dapat diganti dengan data yang lain sebagai data pelengkap informasi. Lalu data-data 
                                                             
17
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 
hlm. 51. 
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tersebut disusun menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan 
penelitian.  
Untuk pedoman dalam penulisan karya ini  mengacu pada buku Panduan 
Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar Raniry 
Banda Aceh tahun 2013. Melalui pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun 
karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. 
 
1.6 Sistematika Pembahasan  
Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika 
pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya 
kedalam empat bab, dengan sistematikanya sebagai berikut: 
Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan 
sistematika pembahasan.  
Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai tinjaun hukum pada akad 
ijârah bi al-‘amal yang berkaitan dengan sistem p ekerjaan pemborongan 
pembangunan rumah. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang definisi  ijârah bi al-
‘amal, dasar hukum, rukun dan syarat, perspektif fuqaha terhadap ma’qud alaih 
dalam perjanijan ijarah bi al amal, kesepakatan para pihak terhadapa waktu dan 
objek pekerjaan dalam akad ijârah bi al-‘amal menurut ulama, dan sebab sebab 
berakhirnya akad ijarah bi al-amal dan konsekuensinya terhadap para pihak. 
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Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang 
dilakukan penulis, yaitu perspektif akad ijarah bi al-mal terhadap perjanjian 
pembangunan rumah realestate PT. Darussalam Seujahtera Properti.  Bab ini 
mengurai mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan rumah 
realestate PT. Darussalam Seujahtera Properti, sistem pengawasan dan perhitungan 
volume pekerjaan   oleh PT. Darussalam Seujahtera Properti dan pengaruhnya 
terhadap pembayaran upah pekerja, konsekuensi perjanjian pemborongan rumah real 
estate PT. Darussalam Seujahtera Property bagi para pihak, dan tinjauan akad ijârah 
bi al-‘amal terhadap perjanjian pekerjaan pemborongan rumah realestate PT. 
Darussalam Seujahtera Property.  
Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang 
berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang 
berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk 
menyempurnakan penelitian ini. 
16 
 
BAB DUA 
KONSEP IJĀRAH BI AL ‘AMAL DALAM FIQIH MUAMALAH 
 
 
2.1 Defenisi dan Dasar Hukum  Ijārah bi al-‘amal 
 2.1.1 Pengertian Ijārah bi al-‘amal 
 Kata ijārah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-„iwadh yang 
artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah.
1
 Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, istilah  ijārah diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada 
seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum islam.
2
 Dalam pembahasan ini 
ijārah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan 
imbalan dalam jumlah tertentu. Ijārah termasuk salah satu bentuk kegiatan muamalah 
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam pembahasan fiqh 
muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang menyewakan yaitu muajjir, 
penyewa disebut musta‟jir, benda yang disewakan disebut ma‟jur,dan imbalan atas 
pemakaian disebut ajran atau ujrah.
3
 
Di kalangan para fuqaha, terdapat beberapa defenisi yang berbeda tentang 
konsep ijarah ini. Kalangan Hanafiah mendefinisikan ijārah yaitu: 
 ٍمةُدوُصْقمم ٍةممْوُلعمم ٍةمعمفْ نمم ُكيِْل متَ ُديُِفي ُدْقع معلا ْنمضْومعِب ِةمرِجأمتْسُ
لدا ِْيْ
                                                             
1 Sayyid Sabiq. Fiqh sunnah, jilid IV, (Jakarta: Pena, 2006), hlm. 203. 
2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2003), hlm. 476 
3
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 
1994), hlm. 92. 
17 
 
 
 
Artinya: aqad atas suatu manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan 
pembayaran dalam jumlah yang disepakati.
4
  
Pendapat kalangan Hanafiah bahwa
5
 ijārah ialah suatu aqad atas suatu 
manfaat yang tidak bertentangan dengan syara‟ dan diketahui besarnya manfaat yang 
digunakan dalam waktu tertentu dengan adanya „iwadh.6 Dengan demikian dapat 
dipahami bahwa menurut pendapat kalangan Hanafiah, ijārah yaitu akad yang berisi 
kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran 
dalam jumlah yang disepakati bersama antara pemilik objek transaksi selaku penyewa 
dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.  
Menurut pendapat fuqaha kalangan Syafi‟iyah ijārah didefenisikan sebagai  
 ٍةمِلبامق ٍةممْوُلْعمم ٍةمدوُصْقمم ٍةمعمفْ نمم ىملمع ُدْقمع ْذمبِْلل ٍة مح مبَِلإامو ِل ٍموُلْعمم ٍضموِعِب  
Artinya: Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh 
dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
7
  
Dalam hal ini pendapat kalangan Syafi‟iyah bahwa akad-akad dalam ijārah 
haruslah yang dibolehkan dalam agama Islam, bukan dalam hal yang bertentangan 
karena tujuan dari transaksi ini ialah manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak 
yang berakad. Pihak yang menyewa atau yang memanfaatkan  tenaga mendapatkan 
                                                             
4 Helmi Karim, Fiqh Mu‟amalah, (Bandung: al-Ma‟arif, 1997),  hlm. 73. 
 
6 Abdurrahman al-Jaziry, Kitab Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba‟ah. Jilid III, (Beirut: Dār al-
Fikr, t.t), hlm. 98. 
7  Asy-syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr 1978),  hlm. 233. 
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manfaat dari hasil kerja sedangkan yang menyewakan tenaganya mendapatkan ganti 
berupa imbalan. 
Adapun ijārah menurut kalangan Malikiyah mendefenisikannya dengan  
 مكيِْل متَ ُديُِفي ُدْقمع  دُم ٍحامبُم ٍءيمش ِعِفامنمم ِةمعمفْ نم
لدا ْنمع ٍءيِش منَ ِيرمغ ٍضموِعِب ًةممْوُلْعمم ًة  
Artinya: pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dengan waktu tertentu dengan 
suatu imbalan.
8
  
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh fuqaha kalangan Hanabilah. 
Menurut pendapat ini ada terdapat sedikit perbedaan dari pendapat para ulama fuqaha 
lainnya, dengan sedikit tambahan ada pada waktu tertentu.  
Dari semua pendapat fuqaha tersebut setiap fuqaha berpendapat bahwa akad-
akad yang dilakukan dalam transaksi ijārah yaitu transaksi yang bersifat dibolehkan 
dalam agama Islam bukan yang bertentangan dari ajaran Islam. Makna dari ijārah 
menurut setiap yang telah didefenisikan oleh para ulama di atas bahwa ijārah adalah 
akad  yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberi ganti atau imabalan atas 
tenaga atau jasa dalam jumlah tertentu. Setelah mendapatkan ganti atau imbalan, 
setiap pihak yang berakad dalam transaksi ijārah harus betul-betul mendapatkan 
manfaat dari transaksi ini. Tidak boleh pihak yang menyewakan tenaganya tidak 
mendapatkan ganti atau imbalan dari hasil pekerjaannya, begitu juga dengan pihak 
penyewa  yang tidak mendapatkan manfaat dari orang sewaan yang seharusnya 
didapatkan.  
                                                             
8
 Ibnu Qudamah, al -Mughni, jilid V (Mesir: Riyadh al-Haditsah t,th.), hlm. 398. 
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Menurut Sayyid Sabiq ijārah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantian.
9
 Definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ini 
tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh fuqaha dalam mazhab Syafi‟i. 
Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti manfaat sebagai objek dalam 
akad ijarah ini. Terkait dengan fokus kajian ini manfaat menurut Sayyid Sabiq tidak 
hanya berupa manfaat dari barang, tetapi juga manfaat dari karya seperti karya 
seorang insinyur ataupun pekerja bangunan, penjahit dan lain-lain dan juga bisa 
dikatagorikan manfaat berupa pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang secara 
personal maupun kolektif yang menggunakan skill ataupun tenaganya untuk 
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang memperkerjakannya.
10
 
Fatwa Dewan Syari‟ah Nasiona (DSN) memberi defenisi ijarah sebagai akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran upah atau sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang 
itu sendiri.
11
 
Dari beberapa defenisi di atas yang diberikan oleh para fuqaha dan juga 
Dewan Syariah Nasional  merupakan defenisi ijārah secara  umum. Menurut 
pembagian jenis akad ijārah  dilihat dari perspektif objek sewanya dibagi kepada tiga 
pembagian. Pertama, ijārah „ain yaitu sewa-menyewa atas manfaat yang 
berhubungan langsung dengan bendanya, seperti sewa-menyewa toko atau rumah dan 
                                                             
9
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 13, (Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: Al-
Ma‟arif, tt), hlm. 15.  
10 Ibid. 
11
 Adiwarman A.Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.  
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lain-lain. Kedua, ijārah bi al-„amal yaitu upah keahlian seseorang dalam bekerja, 
seperti dokter, guru, tukang jahit, pekerja bangunan, dan lain sebagainya. Ketiga, 
ijārah mawshufah fi al-zimmah/ijārah al-zimmah yaitu sewa menyewa dalam bentuk 
tanggungan, seperti menyewakan kendaraan tertentu untuk kepentingan tertentu.
12
 
Menurut Nasrun Haroen, Ijārah bi al-„amal tersebut merupakan suatu akad 
pemanfaatan tenaga dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu 
pekerjaan. Ijārah bi al-„amal menurut ulama fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan 
yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya 
ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekwensi yang timbul pada akad yang 
dilakukan oleh para pihak.
13
  
Berkenaan dengan pembahasan penelitian ini, penulis hanya membahas 
tentang pembagian jenis akad ijârah menurut objek sewanya pada pembagian yang 
kedua yaitu, ijārah bi al „amal. Objek dari akad ijarah ini adalah manfaat tenaga atau 
jasa. , ijārah bi al-„amal bersifat pekerjaan dengan cara mempekerjakan seseorang 
untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut fuqaha ijârah ini hukumnya dibolehkan 
jika jenis pekerjaan itu jelas. Dalam  akad ijārah bi al-„amal  harus dengan jelas para 
pihak menyepakati bentuk jasa yang akan dilakukan, termasuk penjelasan spesifikasi 
pekerjaan bila itu dibutuhkan, menjelaskan masa perjanjian kerja itu berlangsung 
karena tanpa penjelasan waktu tertentu maka objek pekerjaan menjadi tidak jelas, 
dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut berakhir 
                                                             
12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 13, (terj. Kamaluddin A.Marzuki), (Bandung: Al-Ma‟arif, 
1997), hlm. 21. 
13
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236. 
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juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam ma‟qud „alaih akad 
ijârah bi al-„amal. 
 Menurut fuqaha Syafi‟i kejelasan waktu dalam akad ijārah bi al-„amal sangat 
penting karena memiliki konsekwensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus 
dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya
14
 
Dengan demikian dapat diambil intisari dari beberapa pengertian dan 
pembahasan di atas, bahwa akad ijarah khusus nya akad ijārah bi al-„amal adalah 
pertama, adanya manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. 
Kedua, adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menyewakan 
keahliannya dari setiap pekerjaan itu selesai. Ketiga, pihak yang telah disepakati 
untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi 
pekerjaannya, jika tidak, hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh pihak penyewa tenaga. Keempat, kejelasan antara para pihak yang 
berakad tentang spesifikasi-spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan begitu juga 
tentang kejelasan tentang waktu. Kejelasan waktu sangat penting dalam akad ijārah 
bi al-„amal karena memiliki konsekwensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus 
dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya. 
 
 
 
                                                             
14
Syarbini Al-Khathib, Mughniy Muhtaj,  Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 322.  
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2.1.2 Dasar Hukum Ijārah 
Para fuqaha sepakat bahwa akad ijārah  adalah akad yang dibolehkan oleh 
syara‟ walaupun ada beberapa fuqaha yang tidak memperbolehkannya, seperti Abu 
Bakar al-Asham, Ismail ibn A‟liyah, Hasan al Bashri, Al Qasyani, Nahrawani, dan 
ibn Kisian. Mereka berpendapat karena ijārah jual-beli manfaat, sedangkan manfaat 
pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserah terimakan. Setealah beberapa waktu 
manfaat itu baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan seseuatu yang tidak 
ada pada waktu akad tidak boleh dijual-belikan dan pendapat ini dibantah oleh ibn 
Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya 
(manfaat) akad terwujud, dan ini mnejadi perhatian dan pertimbangan syara‟.15 
Jumhur ulama memperbolehkan akad ijārah dengan dalil Al-Qur‟an, sunnah 
serta ijma‟. 
Dalil petama, Al-Qur‟an terdapat dalam surat At-Thalaq ayat 6. Allah 
berfirman: 
               
Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya. (Q.S At-Thalaq: 6) 
 Surat At-Thalaq ayat 6 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan 
hukum dalam hal akad ijārah. Ayat di atas membolehkan seorang ibu agar anaknya 
                                                             
15 Ahmad Wardi Muchlis, Fiqh Muamalah, hlm. 318. 
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disusui oleh orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh 
seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai 
imbalannya kepada yang memberikan jasa. 
 Dan dalam surat Al-Qashas ayat 26 dan 27 juga dijelaskan yang berkisah 
tentang perkataan salah seorang putri Nabi syu‟aib yang berkenaan dengan ijārah. 
Allah berfirman:  
                          .     
                           
                             
Artinya: salah seorang dari kedua perempuan itu berkata “wahai ayahku jadikanlah ia 
sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang 
engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah yang paling kuat dan dapat 
dipercaya.”Dia syu‟aib berkata “sesungguhnya aku bermaksud ingin 
menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuan ini, 
dengan ketentuan engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika 
engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) 
darimu.( Q.S Al-Qashas 26-27) 
 
 Ayat ini menjelaskan seseorang yang baik untuk dijadikan sebagai pekerja 
adalah orang yang paling kuat dan dapat dipercaya maka hal ini merupakan kebaikan 
bagi kedua belah pihak. 
 Dalil kedua, hadis Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah, Rasulullah bersabda:  
وقرع فيخ نا لبق هرجايرجلاا اوطعا : لاق صلى الله عليه وسلم بينلا ناا وجام  نبا ىور}وجام نبا هاور{    
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Artinya: Dari Abdullah bin „Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, 
“berikanlah upah jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum 
kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah). 
 Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad ijārah yang menggunakan jasa 
seseorang untuk mengerkakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk 
membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu 
pembayarannya.  
 Dalam hadis yang lain yang diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah 
bersabda: 
بع  نبا نع ملسمو يراخبلا ىورو مجلح ايطعاو مجتحا صلى الله عليه وسلم  بينلا نا  سا يراخبلا هاور{ هرجا
}مملسمو 
Artinya: berbekamlah kalian, dan berikanlah upah bekamnya kepada tukang bekam     
tersebut. (H.R. Bukhari dan Muslim). 
 Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa rasul transaksi akad ijārah yang 
berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar 
hukum terhadap transaksi akad ijārah  pada masa sekang ini. 
 Dalil ketiga,Ijma‟ 
 Umat islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijārah.  Hal 
ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijārah. sebagaimana 
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kebutuhan barang yang riil. Dan selama akad jual beli diperbolehkan maka akad 
ijārah harus diperbolehkan juga. 
 
2.2 Rukun dan Syarat Ijârah bi al-‘amal 
Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh 
para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang 
akan dihasilkan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang 
menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu 
yang ditegakkannya.
16
 Selain rukun syarat juga merupakan hal yang substansial yang 
keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya fuqaha mendefinisikan syarat 
sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setaip rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu 
hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun
17
. Dalam akad ijârah bi al-„amal 
rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi. Ulama Hanafiah berbeda 
dalam membuat katagori rukun dan pendapat mereka berbeda dengan pendapat 
mayoritas fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah rukun ijarah hanya ijab dan qabul, 
yakni orang yang menyewa dan yang menyewakan.
18
 Sedangkan menurut 
kesepakatan jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:  
1. Aqid, ( pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad) 
2. Ma‟qud „alaih (objek sewa/ objek kerja) 
                                                             
16 Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 
hlm. 78. 
17 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82. 
18 Ahmad Wardi Muchlis, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010),  hlm. 321. 
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3. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari 
orang yang bekerja. 
4. Sighat, yaitu ijab dan qabul.19  
Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang 
menyewakan tenaganya disebut muajjir, pihak yang mengunakan jasa  tenaga disebut 
musta‟jir. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki kemampuan, 
yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Para penganut mazhab Syafi‟i 
dan Hanbali menambah satu syarat lain, yaitu baligh. Menurut pendapat ini akad anak 
kecil meski sudah tamyiz, tetap tidak sah jika belum baligh.
20
  
Dalam katagori rukun aqid ini para pihak yang memperkerjakan (muajjir) 
dengan yang diperkerjakan  (musta‟jir) harus jelas karena ini terkait dengan 
pemanfaatan tenaga yang akan dilakukan oleh si musta‟jir. Dalam penentuan 
musta‟jir para fuqaha membedakan yang dilakukan oleh personal dengan kelompok, 
hal ini penting karena terkait dengan tanggung jawab. Untuk musta‟jir yang 
dipekerjakan secara personal seperti tukang jahit sepatu atau tukang jahit baju 
pekerjaan tersebut hanya dibebani pada individu tertentu saja. Sedangkan musta‟jir 
kolektif atau kelompok yang dipekerjakan oleh seseorang atau juga bias kelompok 
maka tanggung jawab dibebankan pada kelompok tersebut
21
, seperti developer yang 
memperkerjakan sekelompok buruh bangunan maka tanggung jawab membangun 
rumah yang dibutuhkan developer ada pada seluruh anggota kelompok yang telah 
menyepakati untuk melakukan pekerjaan. 
                                                             
19 Ibid. 
20
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, …  hlm. 19. 
21 Ibid. 
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Ma‟qud „alaih adalah objek dalam perjanjian akad ijarah. Ijarah atas manfaat 
(ijarah „ala al-manfaah) atau disebut juga sewa menyewa yang menjadi objek 
akadnya ialah manfaat dari suatu benda baik benda tetap maupun benda bergerak. 
Sedangkan ijarah atas pekerjaan (ijarah bi al-amal) atau disebut juga upah-
mengupah yang menjadi objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang. 
Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan 
tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat 
yang dibolehkan menurut syara‟. Dengan demikian tidak boleh musta‟jir 
menyewakan mu‟jir untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian. 
Dalam akad ijârah bi al-„amal manfaat bukan sesuatu yang berasal dari 
barang sebagaimana dijelaskan di atas, karena dalam akad ini objek sebagai rukun 
akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau 
sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepakati objek 
pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat pekerjaan 
tersebut dilakukan. Dengan demikian  kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh 
pihak pengguna jasa atau tenaga itu harus ditepati oleh pekerja dan ini tentu saja akan  
menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berakad. 
  Manfaat dari suatu pekerjaan sebagai ma‟qud alaih saat ini semakin 
berkembang seiring semakin spesifik keinginan muajjir yang memperkerjakan dan 
juga keahlian dari musta‟jir itu sendiri. Misalnya tukang bangunan harus memiliki 
banyak keahlian seiring semakin rumit desain bangunan dan juga spesifikasi eksterior 
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dan interior yang dibutuhkan oleh konsumen yang memperkerjakannya, termasuk 
kemampuan si pekerja menepati waktu dalam melakukan pekerjaannya. 
Rukun ijarah yang terakhir sighat. Pernyataan kehendak yang lazimnya 
disebut sighat. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan kabul dilakukan dengan 
lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama. 
Dalam akad ijarah juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya 
tidak terpenuhi maka akad ijârah bi al-„amal tidak sah, seperti halnya dalam akad 
jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu : 
a. Syarat terjadinya akad ( syarat in‟iqad) 
b. Syarat nafadz ( berlangsungnya akad) 
c. Syarat sahnya akad 
d. Syarat mengikatnya akad (syarat luzum) 
a. Syarat terjadinya akad (syarat in‟iqad) 
Syarat terjadinya akad (syarat in‟iqad) berkaitan dengan aqid, akad, 
dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan 
mumayyiz menurut hanafiah, dan baligh menurut syafi‟iyah dan hanabilah. 
Dengan demikian akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (mu‟jir dan 
musta‟jir) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz 
merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan 
syarat untuk kelangsungan (nafadz). Dengan demikian apabila anak yang 
mumayyiz menyewakan dirinya( sebagai tenaga kerja/pekerja) atau barang 
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yang dimilikinya, maka hokum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya 
menunggu izin walinya.
22
 
b. Syarat kelangsungan akad (nafadz) 
Untuk kelangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik 
atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (aqid) tidak mempunyai hak 
kepemilikan atau kekuasaan (wilayah) seperti akad yang dilakukan oleh 
fudhulli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, menurut Hanafiah dan 
Malikiyah statusnya ditangguhkan menunggu persetujuan si pemilik barang. 
Akan tetapi menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya 
jual beli.  
c. Syarat sahnya ijarah 
Akad ijarah dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi beberapa syarat 
yang berkaitan dengan  aqid ( pelaku akad), ma‟qud „alaihi (objek), ujrah 
(upah), dan akad itu sendiri.
23
 Syarat- syarat tersebut di antaranya adalah: 
1. Adanya persetujuan kedua belah pihak. 
Persyaratan ini sama seperti dalam jual beli,berdasarkan firman Allah 
dalam surat An-Nisa‟ ayat 29 yang artinya: 
                                
                      
                                                             
22
 Ahmad Wardi Muchlis, Fiqh Muamalah, hlm. 322. 
23
 Ibid. 
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Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” 
 
  
2. Objek akad harus jelas 
Objek akad yaitu manfaat harus jelas, agar tidak menimbulkan 
perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas dan  menimbulkan perselisihan 
maka akad ijârah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak 
dapat diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek 
akad ijârah bisa dijelaskan dengan mejelaskan objek manfaat. Penjelasan 
objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila 
seseorang mengatakan “ saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini”, 
maka akad ijarah tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan 
belum jelas. 
Penjelasan dengan masa juga diperlukan dalam kontrak rumah tinggal 
berapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan, misalnya untuk berapa hari 
disewa. Selanjutnya jenis pekerjaan juga harus dijelaskan yang dilakukan oleh 
tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar kedua belah pihak tidak 
terjadi perselisihan. Misalnya pekerja membangun rumah sejak dari fondasi 
sampai terima kunci, dengan spesifikasi yang telah disepakati. Atau pekerjaan 
menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukuran jelas.  
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3. Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun 
syar‟i. 
Dalam akad ijârah yang menjadi objek akad haruslah yang sesuai 
dengan realita, bukan sesuatu yang tidak terwujud. Artinya objek akad bukan 
dalam hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pihak penyewa tenaga. 
Dengan sifat seperti ini, objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserah 
terimakan segala manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat 
diketahui dengan jalan mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan 
yang harus dilakukan. 
4. Manfaat yang menjadi objek akad mesti manfaat yang dibolehkan oleh 
syara‟. 
Manfaat dari segala sesuatu yang menjadi objek akad ijarah harus 
sesuatu yang dibolehkan (mubah), bukan sesuatu yang diharamkan. Tidak 
boleh pihak yang penyewa jasa pekerja memperkejakan orang dalam hal yang 
dilarang dalam agama. Akad sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya 
haram karena maksiat wajib untuk ditinggalkan. Seperti meminta untuk 
dibangunkan sebuah bangunan yang nantinya dijadikan sebagai tempat 
perjudian. Akan tetapi yang menjadi objek dalam akad ijârah yaitu yang 
berguna dan bermanfaat baik untuk perorangan maupun masyarakat. 
 
5. Manfat ma‟qud „alaihi harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad 
ijarah. 
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Manfat ma‟qud „alaihi harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad 
ijârah, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai 
dengan tujuan dilakukannya akad ijârah maka ijârah tidak sah.
24
 Misalnya, 
seorang dokter menyewakan tenaganya untuk membangun sebuah bangunan. 
Dalam contoh ini  ijârah tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud 
oleh penyewa jasa pekerja yaitu membangun sebuah bangunan, tidak sesuai 
dengan keahlian pihak pekerja sebagai seoarang dokter yang berguna untuk 
mengobati orang sakit. 
6. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad ijârah harus sesuatu yang 
ada nilainya. 
Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad ijârah harus sesuatu 
yang ada nilainya. Baik berupa uang maupun barang berharga lainnya yang 
sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jumlah dan wujudnya harus diketaui 
dengan jelas dan jangka waktu pembayarannya.
25
 
Ada beberapa pendapat ulama yang berkenaan dengan syarat-syarat 
upah. Upah harus berupa mal mutaqawwim yang diketahui. Syarat ini 
disepakati oleh para ulama. Syarat mal mutaqawwim diperlukan dalam ijarah 
karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang 
dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui berdasarkan hadis 
Nabi:  
                                                             
24
 Ahmad Wardi Muchlis, Fiqh muamalah, hlm. 326. 
25
 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, hlm.182. 
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 ِعمس بِما ْنمع:ملمق م لمسمو ِوْيملمع ُلله ىملمص بيمنلا  نما ِيرُْدلخا ِدي لمق  ُرْجمايرِح لاا  تَّمح  ميْم ب ُي ُومل 
ىمهم ن نمعرامجأِتْسِا 
Artinya: Dari Abi Sa‟id al-Kudri, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda:Barang 
siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan 
upahnya. 
Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan 
perselisihan antara dua belah pihak. Penentuan upah atau sewa boleh 
didasarkan pada urf atau adat kebiasaan. Misalnya upah orang menjahit 
sepatu, penujuk jalan, membuatkan bangunan dan lain-lain, yang sudah lazim 
berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.  
Ada ulama yang berpendapat bahwa upah itu harus dalam bentuk mata 
uang yang berlaku dalam satu Negara. Berdasarkan dari beberapa penjelasan 
tentang upah di atas bahwa upah adalah imbalan terhadap hasil kerja yang 
telah dilakukan atau manfaat yang diberikan oleh penyewa tenaga/ penyedia 
jasa kepada pengguna jasa yang memakai jasanya dengan syarat-syarat 
tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upah atau imbalan 
menjadi kewajiban bagi pengguna jasa kepada penyedia jasa yang telah 
melaksanakan kewajibannya, maka upah atau imbalan dibayar sesudah 
penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan dan berakhirnya masa kerja.
26
 
                                                             
26
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 450. 
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 Selain syarat sahnya suatu akad yang diberikan oleh para fuqaha terdapat 
syarat-syarat yang diatur dalam KUH Pdt. Pasal 1320 agar perjajian yang kita 
lakukan mempunyai kedudukan di mata hukum perjajian tersebut sah apabila 
memenuhi syarat syarat sebagai berikut: 
a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, 
meliputi: 
1. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa tidak sakit ingatan). 
2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 
b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi 
hukum, meliputi: 
1. Suatu hal (objek) tertentu. 
2. Suatu sebab yang halal (kausa)27 
Syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Pdt. Tidak jauh berbeda dengan 
apa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha yang terdapat dalam fiqh muamalah 
sebagai syarat untuk sahnya seuatu akad/ perjajian. 
 
 
2.3 Perspektif Fuqaha terhadap Ma’qud alaih dalam Perjanijan Ijârah bi al-
‘amal 
Akad ijârah bi al-„amal saat ini semakin berkembang seiring semakin 
banyaknya keahlian yang dihasilkan oleh masyarakat dan juga menjadi sumber 
                                                             
27 Kwik Kian Gie, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 50. 
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penghasilan yang sangat menjanjikan dan representatif dewasa ini. Masyarakat 
sekarang ini semakin mendalami keahlian tertentu untuk memperoleh skill yang baik 
sehingga mampu memanfaatkannya dengan imbalan yang setara dengan karya yang 
dihasilkan. ijârah bi al-„amal ini menjadi salah satu bentuk transaksi yang semakin 
dominan dilakukan sekarang ini, seperti kemampuan arsitek dalam mendisain 
berbagai gedung dan bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lawyer menjadi 
profesi impian di kota-kota besar dan  semakin diminati oleh alumni fakultas hukum 
dan fakultas syariah karena bayaran mereka sangat menggiurkan.  
Selain dalam bentuk soft skill seperti di atas banyak juga hard skill yang 
semakin dibutuhkan dan menjadi andalan untuk menghasilkan pendapatan seiring 
semakin gencarnya pembangunan seperti pekerja konstruksi bangunan, dan jembatan, 
operator alat berat seperti bekko dan eskavator. Pekerjaan dalam bidang hard work ini 
juga membutuhkan keterampilan dan kejelian untuk menghasilkan pekerjaan terbaik. 
Oleh karena itu setiap musta‟jir yang membutuhkan jasa dari muajjir-nya harus 
mampu mendeskripsikan dengan jelas jenis pekerjaan dan juga perincian pekerjaan 
yang ingin dicapai. Hal ini tentu saja membutuhkan perincian yang jelas dalam akad 
atau perjanjian yang disepakati para pihak. Para fuqaha juga menyatakan dengan 
tegas bahwa kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian oleh muajjir dan musta‟jir 
harus jelas sehingga perjanjian yang dibuat menjadi luzum
28
 dan mengikat para pihak 
dalam bentuk zimmah
29
 yang harus direalisasikan. 
                                                             
28
 Luzum yaitu yaitu hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak 
berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan, 
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Fuqaha sepakat menyatakan bahwa dalam perjanjian ijârah bi al-„amal baik 
dilakukan secara personal maupun kolektif memiliki konsekwensi atas pekerjaan 
tersebut sehingga kejelasan terhadap objek pekerjaan harus jelas dari awal. Demikian 
juga dengan  pertanggungan risiko yang terjadi dalam penyelesaian pekerjaan yang 
disepakati para pihak. Sebagai ilustrasi, apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat 
pribadi, yaitu seseorang bekerja untuk kepentingan personal musta‟jir seperti seorang 
pembantu rumah tangga maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan 
menjadi tanggung jawab pembantu rumah tangga tersebut. Hal ini sebagai komitmen 
dari muajjir untuk mengemban seluruh tanggung jawab yang dibebankan kepadanya 
sesuai dengan kesepakatan yang telah dituang di dalam kontrak.
30
 
Fuqaha juga menyatakan bahwa untuk pekerjaan yang diperjanjikan dalam 
akad semua risiko ditanggung oleh musta‟jir karena hal tersebut merupakan bagian 
dari objek ijârah bi al-„amal. Oleh karena itu setiap mu‟ajjir harus mampu meng-
handle pekerjaan yang telah dipercayakan padanya, sehingga setiap aspek dari 
pekerjaan tersebut harus diperhitungkan risiko dan dampaknya terhadap si pekerja. 
Akan tetapi para ulama fiqih sepakat menyatakan apabila objek yang dikerjakannya 
itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh 
dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, 
maka menurut kesepakatan para pakar fiqh, para pihak wajib membayar ganti rugi. 
                                                                                                                                                                             
atau tidak melakukan sesuatu.syamsul anwar, Hukum Perjanjian  Syari‟ah, (Jakarta, Raja Grafindo 
Persada : 2007) hlm. 44. 
29
 Zimmah yaitu terisinya dzimmah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib 
ditunaikannya kepada orang atau pihak lain. Ibid. 
30 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hlm. 236. 
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misalnya sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika 
mencucinya. Dalam kasus seperti ini menurut kesepakatan para fuqaha, pembantu itu 
tidak boleh dituntut ganti rugi karena pecahnya piring itu bukan disengaja dan bukan 
karena kelalaiannya.
31
 
Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti arsitek dan laundry, 
pengacara dan dokter, menurut para ulama tanggung jawab dan pertanggungan risiko 
mereka berbeda dengan pekerja yang menggunakan jasa untuk kepentingan pribadi. 
Menurut ulama fiqih tentang masalah ganti rugi terhadap risiko yang terjadi, dalam 
hal ini pendapat mereka penulis jelaskan sebagai berikut:  Imam Abu Hanifah, Zubair 
ibnu Huzail, Sebagian ulama Hanabilah dan sebagian ulama Syafi‟iyah, berpedapat 
bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka ia 
tidak dituntut ganti rugi terhadap risiko yang terjadi tersebut. Misalnya pengusaha 
laundry bila pakaian yang dicuci tersebut rusak bukan karena kesengajaan atau 
kelalaiannya, namun kerusakannya disebabkan faktor alamiah maka menurut 
pendapat ulama dalam klasifikasi ini dianggap bukan tanggung jawabnya. 
Pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas dikemukakan oleh Abu Yusuf 
dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, keduanya merupakan ulama dalam mazhab 
Hanafi dan juga sekaligus sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam 
Ahmad ibn Hanbal berpendapat penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung 
jawab atas kerusakan barang yang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, 
                                                             
31
 Wahbah al-Zuhayli, Al-fiqh al Islamy wa Adillatuh, jilid IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 
hlm. 759. 
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kecuali kerusakan itu di luar kemampuannya untuk menghindari, seperti kasus-kasus 
disebabkan force majeure seperti banjir besar atau kebakaran. 
Menurut ulama Malikiyah apabila risiko pekerjaan tersebut bersifat melekat 
pada barang yang dikerjakannya, seperti laundry, chef dan buruh kasar seperti tukang 
bangunan, maka baik sengaja maupun tidak, segala kerusakan menjadi tanggung 
jawab mereka dan wajib diganti, karena karsa dari pekerjaan mereka berefek 
langsung terhadap hasilnya.
32
 
Penjelasan terhadap objek kerja dalam akad menjadi sebuah keharusan demi 
untuk menghindari ketidakjelasan dan perselisihan dalam implementasinya. menurut 
fuqaha ketidak jelasan objek kerja dapat menyebabkan gharar dan tadlis sehingga 
akadmya menjadi fasid. sebagian fuqaha menyatakan bahwa bila musta‟jir tidak 
menjelaskan objek kerja kepada mu‟ajjir meskipun penjelasan secara umum maka 
akad nya tidak sah.  
Urgensi penjelasan objek kerja terutama untuk mu‟ajjir yang bersifat kolektif 
terutama spesifikasi dan detail pekerjaan harus dilakukan dalam akad, pihak musta‟jir 
sebisa mungkin membuat penjelasan terhadap klafisifikasi, jenis, bentuk dan siafat 
dari pekerjaan yang ingin dihasilakan dengan muajjir misalnya seorang developer 
yang ingin membuat rumah harus bisa menunjukkan kepada tukang desain bangunan 
yang ingin dibangun dan tiap detai material yang akan digunakan sehingga 
kompleksitas dan kerumitan pekerjaan dapat diketahui oleh tukang dan diprediksi 
cost yang ingin dicapai.  
                                                             
32
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hlm. 237. 
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2.4 Hubungan antara Pengguna Jasa dan Pekerja serta Konsekuensinya dalam 
Akad Ijârah bi al-‘amal 
 
 Tenaga pekerja yang disewa jasanya untuk mengerjakan suatu pekerjaan 
tertentu memiliki keterkaitan dengan penyewa jasa. Secara sosial hubungan yang 
dilakukan tersebut merupakan pemenuhan atas ketidakmampuan satu pihak 
memenuhi kebutuhannya yang dapat dikerjakan oleh pihak lain, di pihak sipekerja 
juga membutuhkan imbalan dari pihak lain untuk memenuhi hajat hidupnya, yang 
dikenal sebagai hubungan simbiosis mutualisma atau hubungan timabl balik yang 
saling menguntungkan di antara para pihak. 
Secara yuridis formal setiap hubungan yang menggunakan kontrak dalam 
bentuk tertentu baik dilakukan secara verbal maupun secara tulisan memiliki aspek 
yuridis sehingga mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang disepakati. 
Untuk memastikan para pihak akan memenuhi keinginan dari pihak lainnya maka 
dalam kontrak harus mampu memuat diktum-diktum tertentu yang akan menjadi 
pedoman dan patokan standar terhadap realisasi yang harus dipenuhi.  
Dalam perjanjian ijarâh bi al-„amal para pihak yang terlibat dalam perjanjian 
tersebut pasti akan memuat keinginan-keinginan tertentu yang mendasari timbulnya 
perjanjian. Pihak pengguna jasa biasanya selalu mendominasi dalam membuat 
perjanjian terssebut, hal ini muncul disebabkan adanya akad dimaksud karena untuk 
memenuhi keinginan pengguna jasa dari pihak pekerja. Keinginan yang biasanya 
muncul yaitu: bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja, tenggat waktu dan 
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detil pekerjaan yang harus dituntaskan serta konsekwensinya.  Dalam hal ini pihak 
pengguna jasa selalu menuntut pekerja untuk melakukaan pekerjaan sesuai yang 
diinginkannya, kondisi ini mengharuskan pekerja untuk mematuhi semua aturan-
aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang merupakan diktum perjanjian ijarâh bi al-
„amal dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.  
Jelasnya hubungan hukum yang dijalin antara para pihak dalam akad ijarâh bi 
al-„amal merupakan hubungan perburuhan, hubungan penyediaan dan pemanfaatan 
jasa. Dalam hubungan ini keberadaan para pihak setara meskipun secara faktual atau 
realita adakalanya hubungan yang dilakukan tidak seimbang karena ada power atau 
kekuatan yang menyebabkan posisi tidak seimbang, seperti perjanjian perburuhan 
antara pekerja dengan majikannya, dalam suatu perusahaan kekuatan pekerja atau 
karyawan sering sekali tidak seimbang dengan stake holders-nya. Kondisi ini 
menyebabkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak cenderung menimbulkan 
disparitas menyebabkan diskriminasi di antara para pihak.   
Banyak hal-hal yang pelu diperhatikan dan diterapkan agar manfaat dari 
pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pihak 
pengguna jasa. Penyedia jasa tenaga tidak boleh melewatkan waktunya tanpa 
pekerjaan.  
Dalam objek akad ijarah bi al-amal objek pekerjaan harus jelas agar tidak 
menyebabkan perselisihan, jika tidak maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan 
tentang objek pekerjaan menghalangi penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan 
sehingga maksud dari akad tidak tercapai.  Penjelasan masa waktu pekerjaan adalah 
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hal yang sangat krusial dalam konsep ijarah bi al-amal disebabkan objek akad 
menjadi tidak jelas. Manfaat itu tidak jelas  kadarnya  kecuali dengan penentuan 
waktu tersebut. para ulama berpendapat bahwa bila dalamkontrak ijarah bi al-amal  
tidak dijelaskan timing nya tenggang waktu sebagai deadline nya maka akan 
menimbukan pertikaian di antara para pihak.
33
 
Ijarah bi al-amal dapat dilakukan dalam tempo jangka pendek maupun jangka 
panjang sesuai kebutuhan pihak pengguna jasa. Dalam hal ini ulama hanya 
membatasi tingkat kemampuan pekerja dalam memenuhi diktum perjanjian pekerjaan 
yang telah disepakati.
34
  
 
2.5 Risiko-Risiko yang Muncul dalam Perjanjian Pekerjaan Penggunaan Jasa     
Menurut Konsep Ijarah bi al-‘Amal. 
 
 Dalam suatu usaha yang akan menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya baik 
usaha kecil ataupun usaha besar sudah barang tentu tidak bisa terhindar dari risiko-
risiko, semakin kecil usaha yang dilakukan maka semakin kecil risiko yang akan 
dihadapi dan sebaliknya semakin besar usaha yang dilakukan maka semakin besar 
risiko yang akan dihadapi. Dampak risiko sangat berpotensi negatif terhadap 
keberhasilan setiap usaha termasuk juga risiko yang akan dialami oleh perusahaan-
perusahaan yang bergerak dalam bidang  perumahan real estate.  
 Perjanjian pekerjaan yang dilakukan antara pengguna jasa dengan pihak 
pekerja merupakan salah satu risiko yang akan muncul dalam suatu perusahaan real 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hlm 232. 
34
 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam, hlm. 201. 
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estate. Biasanya banyak risiko yang muncul dan harus dihadapi oleh para pihak, 
sehingga membutuhkan kehandalan dalam menangani dan menyikapi semua 
persoalan yang muncul dalam bisnis ini. 
 Lazimnya risiko yang rentan terjadi dalam bisnis real estate adalah risiko 
usaha dan risiko hukum. Risiko usaha ini dapat direduksi dengan penanganan bisnis 
secara hati-hati dan yang sangat penting adalah upaya proteksi dari kemungkinan 
persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk menghindari terjadinya risiko usaha, pihak 
developer sudah seharusnya sejak dini mempersiapkan dan memprediksi segala hal 
yang mungkin terjadi. Oleh karena itu diperlukan feasibitas terhadap usaha yang akan 
digarap tersebut. 
 Feasibilitas usaha terutama usaha real estate ini sangat penting dilakukan, 
lazimnya kegunaan feasibilitas ini adalah untuk: 
1. Bahan pengujian terhadap pangsa pasar dan pengawasan pembangunan 
perumahan. Dengan adanya feasibilitas ini pihak developer dapat 
memperkirakan pangsa pasar yang menjadi customer unit-unit rumah yang 
dibangunnya. 
2. Dapat memudahkan dan memperlancar proses analisis dan estimasi biaya 
yang akan digunakan untuk pembangunan seluruh unit rumah yang akan 
dibangunnya.
35
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 Veithzal Rivai, Andria Permata, Islamic Financial Management, (Jakarta: Raja Grafindo 
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Dengan adanya feasibilitas sebelum pelaksanaan pembangunan real estate 
pihak developer akan mampu memperkirakan atau mengestimasikan tingkat 
penjualan dan keuntungan yang mungkin diperoleh dari bisnis yang ditekuninya 
tersebut. Hal yang juga fundamental dalam pelaksanaan pengujian ini akan mampu 
menghandle setiap kendala yang muncul dalam proses pembangunan, baik kendala 
geografis, seperti struktur tanah, dan kondisi lingkungan tempat real estate akan 
dibangun dan juga iklim atau cuaca turut menjadi hal yang harus dipertimbangkan 
karena menyangkut dengan proses pembangunan dan juga jenis material yang akan 
digunakan saat pembangunan direalisasikan. 
Adapun risiko lainnya yaitu risiko operasional yang muncul disebabkan 
kompleksitas proses internal pada perusahaan bisnis termasuk bisnis developer 
perumahan, oleh karena itu steak holder perusahaan itu harus melakukan kebijakan 
yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1. Pengendalian internal untuk mencegah terjadinya risiko operasional, baik 
dalam  seluruh prosoes internal perusahaan seperti relasi dan pengawasan 
terhadap karyawan atau pekerja maupun yang berhubungan langsung dengan 
konsumen terutama untuk pemasaran dan penawaran produk perusahaan. 
2. Untuk pengawasan prosedur pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan dari 
proses internal perusahaan, pengawasan ini penting dilakukan untuk 
memastikan efektivitas proses penyelesain pembangunan perumahan yang 
menjadi objek usaha perusahaan developer. 
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3. Prosedur pelaksanaan akuntansi perusahaan baik berupa aktiva maupun 
passiva, dengan adanya pencatatan akutansi tersebut maka akan dapat 
memastikan sistem pembukuan perusahaan yang akurat, antara lain berupa 
kesesuain metode akuntansi yang digunakan, proses akuntansi yang 
dilaksanakan, dan penatausahaan dokumen pendukung. Dengan adanya 
pembukuan ini seluruh sistem finansial perusahaan dapat dikendalikan dengan 
baik, terutama akan dapat memantau tingkat penjualan objek rumah yang 
menjadi tujuan usaha developer sekaligus dapat mengkalkulasi tingkat 
provitabilitas usaha yang ditekuninya.  
4. Prosedur penyimpanan aset dan kustodian, antara lain dokumen aset dan 
kustodian, pengendalian yang dibutuhkan untuk keamanan fisik aset, dan 
pengecekan secara berkala mengenai kondisi aset. Seluruh dokumen aset ini 
harus disimpan secara ketat, terutama aset dari area yang sedang atau telah 
dibangun oleh pihak perusahaan developer seperti sertifikat bangunan yang 
belum dikuasai oleh konsumennya. 
5. Prosedur pelaksanaan penyediaan produk dan efektifitas lainnya yang 
dilakukan oleh perusahaan baik perusahaan yang bergerak di sektor finansial 
maupun perusahaan yang bergerak di bidang real estate. Perusahaan real 
estate sangat berkepentingan untuk memantau setiap wilayah yang secara 
market sangat ideal untuk pembangunan cluster perumahan sehingga cepat 
diserap oleh pasar, karena setiap lokasi yang dibangun seharusnya cepat dibeli 
oleh konsumennya karena kondisi ini sangat penting untuk memastikan target 
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penjualan perusahaan telah tercapai sehingga manajemen pemasaran 
perusahaan tersebut akan sangat menentukan wealth management seluruh 
elemen perusahaan.
36
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BAB TIGA  
 
PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH BI AL-‘AMAL TERHADAP PERJANJIAN 
PEMBANGUNAN RUMAH REAL ESTATE  PT. DARUSSALAM 
SEUJAHTERA PROPERTY 
 
3.1 Profil PT. Darusslam Seujahtera Property 
 PT. Darussalam Seujahtera Property mulai berdiri pada tahun 2014 
berdasarkan pada akta pendiriannya perusahaan ini didaftarkan pada notaris  hari 
Rabu, tanggal 25 Juni 2014. Adapun notaris yang mengeluarkan akta tersebut 
bernama Nadia,  SH, M. Kn  yang beralamat Jl. Tgk. H.M Daud Beureueh No. 8 
Banda Aceh. No. 52 di kantor notaris. Di Banda Aceh  Dengan dihadiri saksi-
saksi. Izin operasional perusahaan ini diperoleh dengan kelengkapan dan 
ketentuan-ketentuanya. Adapun kelengkapan izin operasional perusahaan ini telah 
diperoleh sebagai berikut : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 1133/ 
01.01/PK/IX/2014. Surat Izin  Tempat Usaha (SITU) nomor : 503/ 
5088/KKPTSP/2014.  Nomor NPWPD : 2.0032132.04.001.  Surat Keterangan 
Terdaftar nomor : S-8938KT/WPJ.25/KP.0103/2014. Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) :   71.002.771.5-101.000. Kegiatan Pokok Usaha : Perdagangan Besar 
Atas Dasar Balas Jasa Atau Kontrak. 
1
 
 Sekretariat PT. Darusslam Seujahtera Property yang berlamat Jl.T. Nyak 
Arief  Gampong Lamgugob, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh ini merupakan 
usaha yang bergerak dalam bidang perumahan real estate. Sejak berdirinya 
ditahun 2014 perusahaan ini sudah dan sedang mebangun perumahan yang letak 
lokasinya sangat strategis dengan sarana-prasarana seperti perguruan tinggi bagi 
                                                             
1 Akta Pendirian Perseroan PT. Darussalam Seujahtera Property,  Nomor 52. 
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mahasiswa. berlamat dibelakang rusunwa asrama putra UIN Ar-Raniry.  Lokasi 
persawahan yang disulap menjadi perumahan yang nyaman dan aman bagi 
penghuninya ini memiliki varian tipe-tipe rumah yang berbeda-beda sesuai 
dengan kemampuan perekonomian calon konsumen. Untuk tipe 45 telah dibangun 
sebanyak 12 unit dengan harga Rp. 320.000.000,-. untuk tipe 70 telah dibangun 
sebanyak 4 unit dengan harga Rp.420.000.000,-. Untuk tipe 79 telah dibangun 
sebanyak 6 unit dengan harga Rp. 447.000.000,-. Untuk tipe 83, tipe yang paling 
besar telah dibangun sebanyak 7 unit dengan harga Rp. 459.000.000,-. Jadi untuk 
sementara perusahaan ini telah membangun sebanyak 29 unit rumah yang masing-
masing rumah hampir semua sudah ada pemiliknya.
2
 Hal ini bisa saja bertambah 
karena semakin banyaknya calon pembeli yang berminat untuk membeli rumah 
dari perusahaan ini. Oleh sebab itu pihak developer sudah memperluas lokasi 
perumahan dengan membebaskan tanah persawahan milik masyarakat 
disikelilingnya yang akan dibangun beberapa unit rumah. 
 
3.2 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Real Estate 
PT. Darussalam Seujahtera Property. 
 
 PT. Darussalam Seujahtera Property saat ini sedang membangun 
perumahan di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh di areal bekas 
persawahan seluas 1 ha. Rumah yang akan dibangun diestimasikan sebanyak 60 
unit. Pekerjaan besar ini dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan untuk 
melihat tingkat penjualan rumah yang sedang dibangun. Pihak manajemen PT. 
                                                             
2
 Hasil Wawancara dengan Muhammad Akli, Field Supervisor  PT. Darussalam 
Seujahtera Property, Pada tanggal  20  Mei 2016 di Rukoh, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. 
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Darussalam Seujahtera Property memang menggarap proyeknya secara serius 
karena wilayah ini sangat strategis untuk penjualan real estate di wilayah kota 
Banda Aceh karena merupakan daerah padat dan tingkat permintaan rumah 
cenderung stabil.
3
 
 Untuk menghasilkan rumah berkualitas pihak manajemen PT. Darussalam 
Seujahtera Property mengandalkan pekerjaan kepada ahli pertukangan yang 
seluruh rumah yang sedang dibangun sekarang ini sebanyak 10 unit kepada Agus 
Iriansyah. Untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaiannya pihak  
PT. Darussalam Seujahtera Property telah  membuat perjanjian pemborongan 
yang dilakukan secara tertulis. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan para 
pihak tetap dalam ranah hukum dan sama-sama dipatuhi agar kerjasama tersebut 
berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang memuaskan konsumen yang 
akan membeli rumah di komplek desa Rukoh.
4
 
  Perjanjian yang disepakati antara developer dengan pihak pemborong 
pekerjaan pembangun perumahan dilakukan secara tertulis, dengan demikian  
antara pihak developer dengan pihak pemborong yang merangkap sebagai kepala 
tukang memiliki keterikatan yang secara hukum dapat dikatakan sebagai 
perjanjian yang memiliki legalitas yang kuat karena kontrak perjanjian tertulis 
tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dibubuhi materai dan para 
pihak juga secara gamblang menyepakati diktum yang memuat  hak dan 
                                                             
3 Hasil Wawancara dengan Zulfi Zainun, Direktur  PT. Darussalam Seujahtera Property, 
Pada tanggal  17 Mei 2016 di Rukoh, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. 
4
 Hasil Wawancara dengan Murkhana, developer  PT. Darussalam Seujahtera Property, 
Pada tanggal  14 Mei 2016 di Rukoh, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. 
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kewajiban kedua belah pihak serta segala konsekuensi yang muncul dalam 
perjanjian tersebut.
5
 
 Dalam Pasal 1  
           “Pelaksanaan pembangunan perumahan dilakukan oleh satu orang kepala    
            tukang”.6 
Dalam  perjanjian ini pihak developer secara tegas menyatakan dalam 
perjanjiannya bahwa hanya memperkerjakan seorang saja kepala tukang untuk 
pembangunan perumahannya. Selanjutnya dalam ayat (2) dicantumkan nilai 
kontrak yang disepakati oleh developer dengan kepala tukangnya. 
 Dengan adanya perjanjian kontrak kerja ini menjadi pedoman bagi kepala 
tukang dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah real estate. Untuk 
melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah kepala tukang mengkoordinir 
anggotanya supaya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi yang 
diberikan oleh pihak developer sebagai acuan dalam pengerjaannya.  
 Pihak developer melalui pengawas lapangan memberikan spesifikasi 
gambar kepada kepala tukang untuk rumah yang hendak dibangun dan spesifikasi 
yang diberikan sesuai tipe rumah. Kepala tukang mengarahkan anggotanya agar 
melaksanakan pekerjannya sesuai dengan perencanaan yang ada. Pengawas 
lapangan akan mengawasi pekerjaan tukang menurut hasil dari berapa persen 
pembangunan yang dilakukan dan setelah itu pengawasan dilakukan setiap 
semingu sekali dengan berkeliling perumahan sambil mengecek pelaksaan 
pembangunan yang sedang dibangun. Hasil dari pekerjaan tukang  yang tidak 
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Ibid. 
6
 Kontrak perjanjian kerja antara pihak PT. Darussalam Seujahtera Property dengan pihak 
kepala tukang. 
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sesuai dengan spesifikasi, pihak pengawas lapangan akan memberitahukan kepada 
kepala tukang terhadap pekerjaan anggotanya yang tidak sesuai spesifikasi agar 
memperbaikinya kembali dan ini adalah tanggung jawab kepala tukang.
7
 
 Salah satu bagian dari perjanjian kontrak yang tertulis yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak menyebutkan bahwa Apabila tukang 
melakukan kesalahan dalam pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi 
yang telah ditentukan dari perencanaan dan gambar maka pihak developer 
meminta pihak tukang agar bangunan tersebut disesuaikan kembali/ diperbaiki. 
Seluruh bahan ditanggung oleh developer sedangkan ongkos ditanggung oleh 
kepala tukang. Hal ini sering terjadi ketika pengawas lapangan mengkroscek hasil 
pekerjaan tukang yang ada dilapangan. Untuk perbaikan yang dilakukan 
merupakan hal-hal yang fatal jika tidak diperbaiki. Jika hal itu kesalahannya cuma 
sedikit artinya bukan kesalahan yang fatal itu tidak akan disuruh perbaiki. 
Perbaikan dilakukan untuk menjaga kualitas rumah seperti pada perencaan di awal  
agar pembangunan perumahan PT. Darussalam Seujahtera Property tidak terkesan 
pembagunan yang asal-asalan dan konsumen puas terhadap hasilnya.
8
 
 Kemampuan kepala tukang dalam membaca gambar yang diajukan oleh 
pihak developer menjadi tahap pertama yang harus dilihat dengan teliti, karena 
kemampuan membaca gambar menjadi keputusan mendasar bagi tukang untuk 
menerima pekerjaan pemborongan pembangunan rumah milik developer PT. 
Darussalam Seujahtera Property. Pihak tukang harus menghindari dari  kesalahan-
                                                             
7
 Hasil Wawancara dengan Muhammad Akli, Field Supervisor  PT. Darussalam 
Seujahtera Property, Pada tanggal  20  Mei 2016 di Rukoh, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. 
8
 Kontrak perjanjian kerja antara pihak PT. Darussalam Seujahtera Property dengan pihak 
kepala tukang.. 
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kesalahan sekecil apapun, karena akan berimbas terhadap hasil pekerjaan. 
Kesalahan yang terjadi pada implementasi pembacaan gambar akan ditanggung 
sepenuhnya oleh pihak tukang sehingga tentu saja akan menambah volume 
pekerjaan dan ini tentu saja sangat merugikan bagi tukang itu sendiri dan juga 
developer.
9
 
 Dalam mengimplementasi gambar pada pembangunan rumah, pihak 
tukang memang didampingi oleh pengawas lapangan. Dengan demikian pihak 
pengawas lapangan memiliki kontribusi dalam mengarahkan tukang untuk 
membuat lebih mendekati spesifikasi gambar dan pihak tukang akan memiliki 
tempat share pendapat dalam membangun berbagai  tipe ukuran rumah. Pengawas 
lapangan juga memberitahukan kepada pihak pekerja jika ada perubahan-
perubahan spesifikasi sesuai dengan keinginan konsumen perumahan. Namun 
item terakhir baru dilakukan bila rumah yang dibangun memang sudah dibeli oleh 
konsumen.
10
    
 Pelaksaan pekerjaan perbaikan pembangunan rumah yang salah tidak 
sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati kepala tukang memperbaiki 
kesalahan itu dengan melakukan perbaikan sendiri. Kesalahan dari anggota 
pekerjanya menjadi tanggung jawab kepala tukang. Perbaikan itu tidak lagi 
dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan karena kurang mempunyai skill yang 
                                                             
9
.Hasil Wawancara dengan Agus Iriansyah, kepala tukang, Pada tanggal  15  Mei 2016 di 
Rukoh, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. 
 
10
Hasil Wawancara dengan Muhammad Akli, Field Supervisor  PT. Darussalam 
Seujahtera Property, Pada tanggal  13 april 2016 di Rukoh, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. 
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handal dan dalam pengerjakan terkesan asal-asalan. Hal ini merugikan kedua 
belah pihak developer dan kepala tukang.  
 Ketentuan tentang tanggung jawab kepala tukang ini dicantumkan dalam 
perjanjian pemborongan yang disepakati oleh pihak developer dengan kepala 
tukangnya pada Pasal 3, yaitu sebagai berikut: 
Pasal 3 
“Apabila tukang melakukan kesalahan dalam pembangunan yang tidak 
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dari perencanaan dan 
gambar maka pihak developer meminta pihak tukang agar bangunan 
tersebut disesuaikan kembali/ diperbaiki. Seluruh bahan ditanggung oleh 
developer sedangkan ongkos ditanggung oleh kepala tukang.” 
 
 
 Akibat kesalahan pembangunan tersebut, sesuai dengan pasal di atas pihak 
Kepala tukang harus menanggung dua kerugian sekaligus yaitu harus 
menanggung biaya pekerja untuk membongkar bagian bangunan yang salah 
konstruksi dan juga harus membangun kembali sesuai spesifikasi, bahkan juga 
terulur waktu akibat perbaikan yang dibutuhkan tempo penyelesaiannya. 
 Dengan adanya perjanjian tertulis ini para pihak yang terlibat dalam 
perjanjian terutama pihak developer dan kepala tukang tidak bisa mangkir dari 
kesepakatan yang telah dibuat. Hal yang menjadi stressing point dalam perjanjian 
ini adalah pihak kepala tukang yang menyetujui perjanjian pembangunan rumah 
agar tidak meninggalkan pekerjaannya atau mengabaikan pekerjaannya sehingga 
tidak selesai dalam tempo yang telah diperjanjikan. Berdasarkan informasi dari 
pihak PT. Darussalam Seujahtera Property beberapa kali sempat terjadi pihak 
kepala tukang melarikan diri untuk dan mangkir dari perjanjian yang telah 
disepakati, dan lebih dhalim lagi, pihak kepala tukang tidak membayar gaji tukang 
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yang telah dipekerjakannya. Sedangkan pihak PT. Darussalam Seujahtera 
Property tidak punya kewajiban apa-apa secara hukum kepada pihak pekerja, 
karena yang mengajak dan memperkerjakan mereka pada proyek real estate 
tersebut adalah kepala tukang bukan dari pihak manajemen PT. Darussalam 
Seujahtera Property. 
11
 
 Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam kontrak pembangunan 
perumahan, pihak PT DSP hanya terikat dengan pihak kedua yaitu pemborong, segala 
konsekwensi yang muncul dalam kontrak tersebut juga hanya terlibat kedua belah pihak. 
Bila pihak pemborong memiliki keterkaitan dengan pihak ketiga yaitu para pekerjanya, 
maka semua pekerja tersebut di luar tanggung jawab pihak PT DSP. 
 
3.3. Sistem Pengawasan dan Perhitungan Volume Pekerjaan oleh PT. 
Darussalam Seujahtera Property dan pengaruhnya terhadap 
pembayaran upah pekerja.  
 
 Objek usaha PT. Darussalam Seujahtera Property ini merupakan gabungan 
antara manufaktur dengan karya seni sehingga membutuhkan keahlian desain dan 
keahlian pengaplikasian desain dalam pembangunan properti. Untuk mencapai 
hasil optimal agar sesuai dengan keinginan konsumennya pihak PT DSP harus 
mampu mewujudkan bangunan yang berkualitas dan memiliki sentuhan estetika 
sebagai tempat hunian yang cozy bagi semua penghuninya. 
Pihak PT DSP selalu berusaha mengedepankan kualitas dan kepuasan 
kliennya, untuk mencapai hal tersebut tentu saja dibutuhkan keahlian para tukang 
                                                             
11
 Hasil Wawancara dengan Murkhana, developer PT. Darussalam Seujahtera Property, 
Pada tanggal  11 april 2016 di Rukoh, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. 
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dan juga kemampuan quality control  untuk membangun rumah-rumah yang siap 
jual kepada konsumennya. 
Menjaga kualitas bangunan merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh 
manajemen PT. DSP agar konsumen yang telah membeli dan mendiami rumah 
puas dan seimbang dengan yang telah dibayar. Untuk memenuhi unsur tersebut 
manajemen PT DSP  memiliki karyawan pengawas yang akan mengontrol seluruh 
proses pembangunan dan juga kinerja kepala tukang beserta anggotanya. hal ini 
untuk mempermudah pihak developer melihat hasil dari pekerjaan tukang sesuai 
dengan perencanaan di awal. Seperti pada umumnya pengawas lapangan pada PT. 
Darussalam Seujahtera Property mempunyai sistem pengawasan yang bertugas 
untuk mengawasi hasil dan pekerjaan tukang dalam melaksanakan pembangunan 
perumahan.  
 Pengawas lapangan menunjukkan gambar rumah yang akan dibangun dan 
mengarahkan tukang dalam pengimplementasiannya. Setelah menunjukkan 
gambar spesifikasi rumah yang akan dibangun pengawas lapangan mempunyai 
tanggung jawab pekerjaan terhadap developer dalam menilai pekerjaan tukang 
harus sesuai dengan perencanaann yang telah dibuat. Pengawas lapangan sejak 
dari awal mengawasinya agar pekerjaan tukang tidak didasari dengan kesalahan-
kesalahan kecil yang nantinya juga merugikan kedua belah pihak.  Pengawasan 
dilakukan saat dimulainya tahap pengerjaan pada pembuatan pondasi rumah 
sampai pada penyelesaian tahap akhir pembuatan atap rumah.  
 Dalam waktu seminggu sekali pengawas lapangan mengelilingi lokasi 
perumahan sambil mengecek satu-persatu rumah yang sedang dibangun baik 
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rumah yang baru selesai pada tahap awal dari progress pembanguan maupun 
rumah yang hampir mendekati pada tahap pembagunan penyelesaian akhir. 
Pengawas lapangan dalam menjalankan tugasnya sering ditemani oleh direktur 
perumahan PT. Darussalam Seujahtera Property untuk menilai hasil pekerjaan. 
Pengawasan dituntut untuk tidak lalai dalam melakukan pengawasan karena 
berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang memuaskan atau tidak memuaskan.
12
 
 Pada setiap meng-cross check hasil pekerjaan tukang pada rumah-rumah 
yang sedang dibangun sering kali terdapat pengerjaan yang tidak sesuai dengan 
perencanaan. Tidak hanya pengerjaannya yang tidak sesuai tetapi kesalahan-
kesalahan yang mendasar seperti antara rumah satu dengan rumah lain yang 
sebenarnya memiliki tipe ukuran yang sama malah bisa tidak sama panjang dan 
lebarnya. Sebelum mengerjakan pekerjaan pada tahap selanjutnya pengawas 
lapangan memberi tahukan kepada developer mengenai rumah yang tidak sesuai 
dengan spsifikasi dan developer memberi tahukan kepada pihak kepala tukang 
agar rumah tersebut diperbaiki kembali. Karena ini sudah menjadi perjanjian dan 
perjanjian ini sudah tertuang dalam kontrak perjanjian dan itu telah disepakati. 
 Laporan hasil pekerjaan yang diberikan oleh kepala tukang kepada pihak 
developer dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan akan dilihat sesuai 
dengan progres tahapan pengerjaannya. Setiap tahapan-tahapan progres yang telah 
selesai sangat penting bagi developer dalam penetapan pembayaran upah bagi 
pekerja terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.  Pembayaran ongkos atau 
upah pekerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pembagunan. 
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 Hasil Wawancara dengan Zulfi Zainun, Direktur PT. Darussalam Seujahtera Property, 
Pada tanggal  13 april 2016 di Rukoh, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. 
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Apabila pembangunan rumah telah selesai dikerjakan 15% maka pihak developer 
membayar ongkos kepada kepala tukang 10%. Apabila pembangunan rumah telah 
selesai 30 % maka pembayaran ongkos dilakakukan 20 %. Artinya pembayaran 
ongkos dilakukan 10% dibayar kurang dari progres dari hasil pekerjaan. 
Pembayaran ongkos diberikan 100% persen dari total ongkos pembanguan satu 
unit rumah akan dibayarkan apabila rumah tersebut telah selesai 100% dan sesuai 
dengan perencanaan yang telah disepakati.
13
 
 PT. Darussalam Seujahtera Property menetapkan upah pekerja 
berdasarkan per unit rumah untuk setiap tipe ukurannya. Tiap-tiap tipe rumah 
berbeda ongkos/upah pengerjaannya karena PT. Darussalam Seujahtera Property 
memiliki banyak tipe ukuran rumah yang berbeda. Ongkos pengerjaannya akan 
dikalikan dengan tipe ukuran rumah, pihak developer dengan kepala tukang telah 
sepakat  untuk satu meter biaya ongkosnya adalah sebesar Rp.650.000,- 
sebagaimana dimuat dalam kontrak pada Pasal 1 ayat 2 Kesepakatan tersebut 
tidak diubah meskipun volume pekerjaan pihak pemborong dan pekerjanya 
bertambah, kecuali ada kesepakatan lain di luar kontrak yang disetujui oleh 
manajemen PT DSP. Dengan adanya penetapan upah dalam kontrak kerja tentu 
saja akan mempermudah perhitungan pembayaran ongkos dan transparansi 
pembayaran tanpa ada pihak yang dirugikan dalam proses pembangunan 
perumahan milik PT DSP.  
 Pihak developer mempercayai pembangunan perumahan PT. Darussalam 
Seujahtera Property  untuk membangun 10 unit rumah kepada Agus Iriansyah 
                                                             
13 Kontrak perjanjian kerja antara pihak PT. Darussalam Seujahtera Property dengan 
pihak kepala tukang. 
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dengan berbagai macam tipe ukuran rumah. Agus Iriansyah sebagai kepala tukang  
dalam pelaksanaan pembangunan rumah mempekerjakan beberapa orang anggota. 
Setiap anggota memiliki tugas masing-masing dengan  item yang berbeda-beda 
sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Pembayaran ongkos/upah kepada 
anggota pekerja kepala tukang melakukan dengan cara dibayar harian dan ada 
dengan cara membayar ongkos pekerja dengan borongan menurut item pekerjaan 
yang akan dikerjakan.  
 Dalam melaksanaan pengerjaan pembagunan 10 unit rumah kepala tukang 
mempekerjakan beberapa orang agar rumah diinginkan oleh developer bisa 
dibangun sesuai dengan waktu dan kulitas  yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak. Untuk ongkos yang dibayarkan oleh kepala tukang kepada pekerja dilihat 
dari volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Ongkos yang diberikan oleh 
pihak developer Rp. 650.000,- permeter akan disesuaikan dengan item pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh pekerja dan ongkos ini ada dibayar borongan dan ada 
dibayarakan berdasarkan harian.  
 Kepala tukang mengaku kewalahan terhadap ongkos yang diberikan oleh 
pihak developer yang ditawarkan kepadanya. Harga Rp. 650.000 merupakan 
ongkos yang terbilang rendah dibandingkan dengan harga pasaran yang 
ditawarkan diluar pekerjaan PT. Darussalam Seujahtera Property.
14
 Hal ini sangat  
berpengaruh terhadap tukang yang dipekerjakan oleh kepala tukang untuk 
membangun perumahan. Pekerja mengeluh terhadap ongkos yang ia dapatkan 
setelah mengerjakan pembangunan rumah PT. Darussalam Seujahtera Property. 
                                                             
14
 Hasil Wawancara dengan Agus Iryansyah , Kepala tukang PT. Darussalam Seujahtera 
Property, Pada tanggal  12 april 2016 di Rukoh, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. 
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pekerja sering menanyakan tentang ongkos yang terbilang sedikit kepada kepala 
tukang, namun kepala tukang beralasan ongkos seperti itu merupakan ongkos 
yang sudah ditetapkan oleh pihak developer.
15
 Terhadap ongkos yang ditetapkan 
pihak developer telah menyadari bahwa ongkos yang ditawarkan terbilang murah 
tetapi tidak terlalu murah dibandingkan dengan ongkos yang ada diluar sana. 
Namun pekerjaan yang didapatkan di PT. Darussalam Seujahtera Property 
dilakukan secara terus menurus tanpa adanya selang waktu yang lama untuk 
mendapatkan pekerjaan yang lain dan pembayaran upah/ongkos yang tidak 
terhambat seperti yang sering terjadi pada pekerjaan di luar sana.  
 
3.4 Konsekuensi Perjanjian Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate 
PT. Darussalam Seujahtera Property Bagi Para Pihak.  
 
 Dalam pembangunan perumahan PT. Darussalam Seujahtera Property 
pihak developer dan pihak kepala tukang telah membuat suatu kontrak perjanjian 
dan telah disepakati yang berisikan aturan-aturan yang memiliki hak dan 
kewajiban antara kedua belah pihak. Pada tiap-tiap pasal dalam kontrak perjanjian 
berisi klausula yang mengandung hak dan kewajiban para pihak dan mengikat 
selama masa perjanjian tersebut. Dengan klausula perjanjian para pihak juga 
menyepakati untuk menanggung semua akibat hukum dari suatu perbuatan yang 
dilakukan antara pihak developer, dan pihak kepala tukang. 
 Selaku pengguna jasa pekerja pihak developer berkewajiban untuk 
membayarkan ongkos kepada kepala tukang sebagai penyedia jasa pekerjaan. 
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 Hasil Wawancara dengan Ahmad , Tukang PT. Darussalam Seujahtera Property, Pada 
tanggal  12 april 2016 di Rukoh, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. 
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Dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati kepala tukang berhak menerima 
ongkos dari developer, sebesar Rp. 650.000,- per M2 rumah sesuai dengan tipe 
ukuran rumah yang dibangun. Namun pihak developer tidak serta merta 
membayarkan ongkos kepada kepala tukang sebelum melihat hasil dari progress 
pekerjaaan yang telah diselesaikan oleh tukang. Seperti pada perjajian developer 
membayarkan ongkos tukang apabila tukang telah melaksakan pekerjaannya 
sebesar 15% maka developer baru akan membayarkan ongkosnya sebesar 10% 
dari total ongkos keseluruhan. Apabila progress pekerjaan telah selesai 30% maka 
pembayaran ongkosnya sebesar 20%. Artinya besaran ongkos 10% dibayarkan 
kurang dari progress pekerjaan yang telah selesai. Pembayaran ongkos 100% 
dibayarkan apabila progress pekerjaan telah selesai 100%.
16
 
 Apabila tukang melakukan kesalahan pada pembangunan rumah PT. 
Darussalam Seujahtera Property yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan gambar 
yang telah direncanakan itu sudah menjadi keharusan pihak kepala tukang untuk 
memperbaiki bangunan yang sesuai dengan perencanaan. Hal ini sudah ada dalam 
kontrak perjajian dan telah disepakati keduanya, yang dimuat dalam Pasal 3 
Perjanjian Kerja PT DSP dengan kepala tukang yaitu: 
Pasal 3 
Apabila tukang melakukan kesalahan dalam pembangunan yang tidak sesuai 
dengan spesifikasi yang telah ditentukan dari perencanaan dan gambar maka 
pihak developer meminta pihak tukang agar bangunan tersebut disesuaikan 
kembali/ diperbaiki. Seluruh bahan ditanggung oleh developer sedangkan ongkos 
ditanggung oleh kepala tukang.17 
 
                                                             
16
Kontrak perjanjian kerja antara pihak PT.  Darussalam Seujahtera Property dengan 
pihak kepala tukang. 
 
17 Ibid. 
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  Dalam Pasal 3 ini jelas disebutkan bahwa bila tukang melakukan 
pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat dalam gambar rumah, 
maka pihak developer berhak untuk menuntut pihak tukang membongkar dan 
membetulkan kembali bangunannya sesuai dengan desain gambar bangunan yang 
telah disetujui kedua belah pihak. Perbedaan realisasi bangunan dengan 
gambarnya harus direvisi dengan ongkos pembongkaran dan pembangunan 
kembali ditanggung oleh pihak tukang.  
Dengan demikian pihak tukang harus menanggung biaya pekerja untuk 
membongkar dan membangun kembali. Secara ekonomi, pihak tukang mengalami 
kerugian ganda karena harus menanggung biaya pembongkaran, dan biaya 
pembangunan kembali beserta terhambatnya progres kelanjutan pembangunan 
yang semestinya akan menambah income bagi kepala tukang dan juga pekerjanya. 
Untuk bahan yang diperlukan dalam perbaikan seluruhnya akan ditanggung oleh 
pihak developer dan ongkos perbaikan pembangunan akan dibebankan oleh pihak 
kepala tukang.  
Pihak tukang juga harus menanggung faktor lainnya yang menyebabkan 
gangguan langsung pada progres pembangunan rumah. Dalam hal ini pihak 
developer mengklasifikasikannya sebagai pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan 
pada waktu yang telah ditentukan. Untuk kendala seperti ini maka pihak 
developer membicarakannya dengan kepala tukang untuk mencari solusi terhadap 
permasalahan yang dihadapi para pihak ini. Kalau keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan disebabkan oleh faktor alamiah  seperti hujan atau bencana seperti badai 
atau bencana  lainnya maka dilakukan perpanjangan waktu pengerjaanya. Jika 
61 
 
 
 
keterlambatan penyelesaian dikarenakan oleh kelalaian oleh pekerja yang tidak 
profesional pihak kepala tukang wajib mecarikan pengganti pekerja yang lebih 
profesional dalam pekerjaannya dan dilakukan penjadwalan ulang waktu 
pengerjaan. 
18
 
 
3.5 Tinjauan akad Ijarah bi al-Amal terhadap Perjanjian dan Pekerjaan 
Pemborongan Rumah Real Estate PT. Darussalam Seujahtera Property 
 
 
Pihak manajemen PT DSP sebagai pemilik lahan di desa Rukoh, Kec. 
Syiah Kuala Banda Aceh yang sedang membangun komplek perumahan yang 
akan dijual kepada konsumennya, baik masih dalam proses pembangunan 
pertapakan maupun setengah jadi serta yang telah siap huni, semua proses 
pembangunannya dilakukan oleh seorang pihak pemborong, yang selanjutnya 
memperkerjakan beberapa orang pekerja untuk tiap unit rumah yang sedang 
dibangun tersebut. Proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemborong 
sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang diinginkan oleh pemilik proyek yaitu 
PT DSP. 
Untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap 
kepentingannya, PT DSP yaitu terlaksananya proses pembangunan perumahan 
dan menghasilkan bangunan yang berkualitas sebagaimana yang diinginkannya, 
pihak manajemen PT DSP mempercayakan pembangunan perumahan real 
estatenya kepada seorang pihak pemborong yang dibuat dalam sebuah kontrak 
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 Hasil Wawancara dengan bapak Murkhana , developer PT. Darussalam Seujahtera 
Property, Pada tanggal  16 april 2016 di Rukoh, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. 
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kerja, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana isi diktum dalam 
kontrak tersebut. 
Berdasarkan diktum yang dimuat dalam kontrak yang telah ditandatangani 
oleh manajemen PT. DSP dengan pihak pemborong, maka jelas kontrak yang 
disepakati tersebut menggunakan akad ijarah bi al-amal, karena pihak PT DSP 
sebagai pemilik proyek mempercayakan pembangunan perumahan kepada 
pemborong. Adapun isi diktum yang dapat menegaskan bahwa pekerjaan tersebut 
menggunakan akad ijarah bi al-amal yaitu: 
Pasal 1 
1. Pelaksanaan pembangunan perumahan dilakukan oleh satu orang kepala 
tukang. 
2. Pembangunan perumahan dengan ongkos enam ratus lima puluh ribu (Rp. 
650,000) permeter banguan, artinya jika tipe tujuh puluh (70) ongkos 
bangunan adalah tujuh puluh kali enam ratus lima puluh ribu rupiah 
(70x650,000) 
 
 Dalam pasal ini manajemen PT DSP memperkerjakan kepala tukang 
dengan upah yang langsung tertera dalam kontrak tersebut. Nilai kontrak permeter 
sebesar Rp 650.000,- yang dibayarkan bertahap sesuai dengan progres bangunan 
yang dikerjakan oleh pihak tukang. Proses pembayaran ini sesuai dengan diktum 
yang dicantumkan dalam pasal berikutnya yaitu: 
Pasal 2 
1. Pembayaran ongkos dilakukan secara bertahap sesuai progress pembagunan, 
jika pembagunan rumah telah selesai lima belas persen (15%) maka 
pembayaran ongkos sepuluh persen (10%) dari total ongkos. 
2. Apabila progress pembangunan mencapai empat puluh persen(40%) maka 
pemabyaran ongkos dibayar tiga puluh persen (30%) 
3. Apabila progress pembangunan telah selesai seratus persen (100%) maka 
pembayaran ongkos kerja dilakukan seratus persen (100%) 
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 Selanjutnya dalam pasal berikutnya dimuat bahwa pembayaran seluruh 
total upah dilakukan bila pekerjaan benar-benar telah selesai 100%.  
     Pasal 5 
Apabila rumah dibangun seratus persen (100%) maka pihak pembeli 
mengecek seluruh bangunan. Jika pembeli sudah menerima bangunan maka 
ongkos bangunan dibayarkan oleh pihak developer kepada kepala tukang.   
Berdasarkan pasal-pasal yang telah penulis muat di atas, maka rukun-rukun 
akad ijarah bi al-amal yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis 
berdasarkan urutan rukun yang ditetapkan fuqaha, yaitu „aqidani dalam hal ini 
yaitu para pihak ajir dan musta‟jir. Ajir adalah pihak pemborong yang sekaligus 
bertindak sebagai kepala tukang yang telah menyetujui secara suka rela 
kesepakatan yang dimuat dalam kontrak sebagai pihak yang berkewajiban 
melakukan pembangunan perumahan milik pihak PT. DSP. Sedangkan musta‟jir 
yaitu pihak PT. DSP yang memiliki proyek perumahan yang harus dibangun oleh 
pihak pemborong. Sebagai pihak yang memperkerjakan pemborong, pihak PT. 
DSP harus jelas dan membuat spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh 
pihak pemborong. Hal ini penting dilakukan karena berkaitan dengan hak dan 
kewajiban para pihak yang merupakan bagian dari rukun akad juga. 
Shighah akad yang dibuat oleh para pihak jelas dapat dipahami dan dengan 
tegas menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang arus dilakukan 
dan saling berkaitan, karena akad yang dibuat didasarkan pada hurriyah al-„aqdi. 
Masing-masing pihak secara sadar dan rela mengikatkan diri pada pekerjaan dan 
pengupahan sebagai konsekwensi dari proses pembangunan real estate tersebut. 
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Hurriyah al-„aqdi   menurut Wahbah al-Zuhayli, kebebasan membuat akad 
merupakan kajian tentang kewenangan kehendak akad dan persyaratan tertentu 
yang disepakati harus ada dalam suatu akad. Setiap pihak memiliki kebebasan 
untuk membuat berbagai akad dan syarat-syarat yang terkandung dalam bentuk 
klausul-klausula  dalam shighat akad  selama berada dalam koridor yang 
dibolehkan yaitu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal 
atau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum tentang qawaid fiqhiyyah 
yang merupakan hasil analisis dari syariat.
19
 Suatu akad yang dibuat termasuk 
syarat yang dikandungnya harus mampu mewujudkan keinginan para pihak untuk 
tujuan kemaslahatan baik bagi individu, kelompok maupun masyarakat, baik 
dalam aspek sosial maupun ekonomi secara menyeluruh. 
Al-Zuhayli melanjutkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh para pihak 
untuk membuat suatu akad harus didasarkan pada kemauan dan kerelaan sendiri 
serta kemampuan para pihak untuk mematuhi klausula perjanjian yang dibuat 
bahkan poin-poin tetentu yang diajabarkan dalam suatu akad. Dasar yang 
digunakan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam melahirkan pendapat tersebut   adalah 
kaidah yang dimuat dalam UU Madani Suriah dalam materi 1/148 yaitu: 
ااـعـتـلما  ةــعــيرـش  دـــقــعل دقني  
Artinya : Akad menjadi aturan (yang harus diterapkan) bagi para pihak yang 
telah membuat akad. 
 Dengan kaidah tersebut, menurut Wahbah al-Zuhayli, para pihak yang 
membuat akad memiliki wewenang mutlak untuk membuat akad dan membuat 
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 Wahbah al-Zuhayli,  Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Jilid 4.....hlm.  511. 
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klausula tertentu dalam akad tertentu yang disepakati yang dapat mengikat para 
pihak atau satu pihak saja dengan kewajiban tertentu demi terpenuhinya 
kebutuhan dan menjaga kepentingan masing-masing. Para pihak dalam membuat 
akad bisa saja merumuskan diktum  perjanjian tertentu yang dapat menarik pihak 
lainnya untuk mematuhi ketentuan yang telah dirumuskan dan kemudian 
disepakati bersama, tanpa perlu memperhatikan keseimbangan posisi atau efek 
dari akad tersebut dari sisi laba atau rugi atau ghaban fahisy yang mungkin akan 
dialami oleh salah satu dari para pihak.
20
 
Diktum yang dimuat dalam kontrak menegaskan tentang jenis pekerjaan 
yang harus dilakukan dan bagaimana mereka melibatkan diri untuk 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan sepesisifkasi gambar dan desain yang 
telah diserahkan sebelum akad tersebut disetujui oleh pihak pemborong. 
Adapun rukun akad berikutnya pada akad ijarah bi al-amal ini yaitu ma‟qud 
alaih sebagai objek pekerjaan dan juga imbalan dari pekerjaan yang harus 
dibayarkan. Dari pihak PT. DSP hak yang menjadi miliknya yang menjadi objek 
yang diperjanjikan dalam akad adalah pekerjaan pembangunan perumahan dalam 
jumlah unit tertentu yang harus dilakukan oleh pihak pemborong. Pekerjaan 
pembangunan ini harus diselesaikan dalam durasi yang telah disepakati. Objek 
yang menjadi hak PT DSP ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 
pihak pemborong dengan segala komitmen untuk memenuhi objek akad. 
Adapun dari pihak pemborong hak yang menjadi miliknya adalah upah atau 
gaji, sebagai imbalan atau konsekwensi dari pekerjaan pembangunan perumahan 
                                                             
20 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4.....hlm.  511. 
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milik PT DSP. Pihak pemborong berhak menerima imbalan secara reguler dalam 
durasi yang disepakati dengan besaran imbalan sesuai dengan prosentase 
pekerjaan yang dihasilkan pihak pemborong bersama team work-nya. Hak yang 
menjadi milik kepala tukang atau pemborong ini harus dituntaskan oleh pihak 
manajemen PT DSP tanpa menunda atau membuat berbagai alasan sehingga 
proses pencairan dana sebagai imbalan menjadi lama yang mengakibatkan pihak 
pemborong terlambat membayar gaji team work-nya. Dalam hukum Islam hal 
tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dalam hadist Rasulullah 
menegaskan bahwa setiap orang yang memanfaatkan jasa dari pihak lain harus 
segera membayar upahnya. 
لا نا وجام  نبا ىوريرجلاا اوطعا : لاق صلى الله عليه وسلم بين هرجا  لبق  وقرع فيخ نا  
 هاور{ نبا  }وجام  
 
Artinya: Dari Abdullah bin „Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, 
“berikanlah upah jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum 
kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah). 
Hadist ini menjadi dasar hukum yang mewajibkan setiap orang yang 
memanfaatkan jasa orang lain harus segera membayar imbalan sebagai upah yang 
menjadi hak pihak pekerja. Dengan demikian apapun fakta yang terjadi di 
lapangan pihak manajemen PT DSP harus membayar jasa yang telah dilakukan 
oleh pemborong dan team work-nya sesuai persentase yang dimuat dalam kontrak 
pada Pasal 5. 
Dalam penelitian ini sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab 
sebelumnya, hal mendasar yang menimbulkan masalah dan polemik antara 
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pemborong dengan manajemen PT DSP adalah kualitas pekerjaan yang dihasilkan 
sering tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.  Hal ini tentu saja 
mengakibatkan out put yang diharapkan oleh PT DSP tidak sebagaimana 
diproyeksikan sehingga menghambat pada penjualan kepada konsumennya. 
Dengan demikian dalam perspektif hukum Islam, para pihak harus melakukan 
kontrak dengan didasarkan pada hurriyah dan juga „an taradhin dari para pihak. 
Bila hal ini dapat diimplementasikan maka akad tersebut akan menjadi nafaz 
kalam yaitu perjanjian yang sempurna.  
Asas pembentukan akad dalam konsep fikih muamalat lebih fleksibel di 
banding dengan konsep pembentukan akad dalam rubuk lainnya sebagai 
pembagian fikih. Fleksibilitas dalam membuat akad perjanjian ijarah bi al-amal  
didasarkan pada kaidah umum tentang muamalat yang berbunyi: 
اهيمرتح ىلع ليلد لدي نا لاا ةحبالاا تلاماعلما فى لصلاا              
Artinya: Pada dasarnya segala persoalan dalam muamalat itu mubah, hingga 
ada  dalil yang  menyatakan keharamannya. 
 Dengan kaidah tersebut semakin menegaskan bahwa para pihak yang 
terlibat dalam transaksi muamalat atau yang berhubungan dengan persoalan 
muamalah dapat membuat persyaratan-persyaratan tertentu termasuk dalam 
perjanjian ijarah bi al-amal ini termasuk membuat klausula-klausula tertentu 
selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.  
 Dasar hukum lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar kebolehan 
menggunakan klausula tertentu dalam diktum perjanjian ijarah bi al-amal adalah 
hadis Nabi SAW, yang berbunyi: 
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المىلع نوملس وطورش  
Artinya:  Orang-orang muslim terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati. 
 
 Melalui hadis yang bersifat umum ini menegaskan posisi para pihak 
sebagai subjek hukum yang bebas berekspresi  dan merdeka untuk menyatakan 
pendapat dan keinginan dengan menghormati segala perbedaan di antara umat, 
dan harus menjaga diri dari keinginan membuat kesepakatan yang bertentangan 
dengan syariat. Selama batasan tersebut tidak dilanggar maka para pihak dapat 
membuat kesepakatan yang dapat menguntungkan para pihak. 
 Kesepakatan yang dibuat dalam suatu perjanjian harus didasarkan pada 
kerelaan para pihak untuk memenuhi klausula akad, dan menyadari sepenuhnya 
bahwa persyaratan yang dikandung dalam perjanjian tersebut sepenuhnya dibuat 
untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak bukan untuk mendhalimi atau 
mendiskreditkan pihak lain, karena bila persyaratan dibuat untuk mendhalimi  
pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut akan batal demi hukum, karena 
bertentangan dengan syariat.  Bahkan menurut al-Zuhaili para pihak dapat 
membuat perjajian dalam bentuk akad baru di luar „uqūd al-musamma, selaras 
dengan kebutuhan para pihak karena kebutuhan masyarakat sekarang  ini terus 
berkembang  seiring perkembangan zaman dan dinamika ekonomi dan sosial 
masyarakat. Dasar kebolehan membuat akad baru dan persyaratannya ini 
didasarkan pada kerelaan para pihak terhadap kesepakatan yang mereka buat. 
Kaidah dasarnya yaitu : “ridha merupakan dasar dan pondasi dari seluruh 
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akad.”21  Kaidah ini didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 29 dan juga banyak hadis 
yang menegaskan transaksi-transaksi didasarkan pada akad. Selanjutnya Ibn 
Taimiyyah juga menegaskan bahwa setiap orang bebas membuat akad karena 
prinsip yang menjadi dasar pembuatan kontrak itu adalah ibahah (mubah), dan 
keabsahannya berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.
22
 
Di kalangan fukaha ada dua pendapat mengenai prinsip kebebasan 
membuat akad. Kelompok ulama pertama dari kalangan mazhab Zahiri termasuk 
Ibn Hazm, mereka berpendapat cukup dengan memilih akad yang telah ada 
dengan menambah aturan tertentu dalam syarat akad. Sedangkan kelompok kedua 
adalah ulama mazhab Hanabilah dan juga fukaha dari mazhab lainnya,  mereka 
berpendapat membuat akad baru dengan menselaraskannya dengan akad-akad lain 
yan telah eksis lebih dahulu. Menurut mereka prinsip dasar pembuatan akad boleh 
dilakukan selama tidak dilarang syara‟ atau tidak bertentangan dengan nash-nash 
syariat.
23
  
Adapun dalil yang digunakan oleh ulama mazhab Hanabilah dan ulama 
lainnya tentang boleh membuat akad baru dan juga klausula sebagai 
persyaratannya adalah keumuman ayat al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:  
دوـقـعـلبا  اوـفوا  اوـنـما  نـيذـلا اــهيـااــي... 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji… 
                                                             
21
 Taqi al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah, Nazariyat al-„Aqdi (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, tt), 
hlm. 152.  
22
Taqi al-Din Aḥmad Ibn Taimiyyah, Nazariyat al-„Aqdi ....., hlm. 226, lihat juga Taqi al-
Din Aḥmad Ibn Taimiyyah, Majmu‟ al-Fatawa, Jilid III (Riyaḍ: Maṭba‟ah Su‟ūdiyah, tt), hlm. 
474.  
23 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Jilid 4,.....hlm.  511. 
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Wahbah al-Zuhayli menginterpretasikan ayat tersebut bahwa setiap akad 
yang dibuat dengan kerelaan mengikat para pihak yang telah menyetujuinya 
dengan segala konsekwensinya. Ayat ini juga menetapkan kewajiban untuk 
menepati setiap akad yang telah dibuat di antara para pihak, karena keberadaan 
akad tersebut  didasarkan pada keinginan para pihak untuk membentuknya 
sehingga wajib pula para pihak untuk menunaikan setiap diktum dari akad 
tersebut.
24
 
Hadis Nabi Muhammad juga menyatakan kebolehan membuat syarat  
tertentu selama persyaratan yang diformat tersebut tidak menetapkan sesuatu yang 
bertentangan dengan syariat. Hadis tersebut yaitu: 
نـع      لاـق   مـلـسو  ويـلع  الله  ىلص  الله  لوــسر   نا   فوــع  نب    رـمـع
ءاج   حـلـصلا زنـيــب  نوـمـلـسلماو اـمرــح لـحا   وا   لالاـــح  مرــح  حـلـص   لاا   ينـمـلـسلما
 م نباو دواد وبا هاور(  اـمرح   لــحا   وا  لالاــح مرــح اـطرـش لاا  مـهـطورـش ىلـع ةجا
ىذمترلاو )25  
Artinya: Dari ʻUmar Ibn „Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap 
perdamaian dibolehkan di antara umat Islam kecuali perdamaian yang 
mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan setiap 
umat Islam terikat terhadap syarat yang dibuatnya, kecuali syarat 
tersebut mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 
(HR. Abū Dāud, Ibn Mājah dan Tarmizi). 
 
                                                             
24 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Jilid 4,.....hlm.  514. 
25
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tarmizi, kata  مـهـطورـش ىلـع  نىـمـلـسملاو     diganti 
dengan   مـهـطورـش  قحلا  ةقفاو ام    ىلع سانلا   sehingga cakupan teks yang dikandung dalam hadis ini 
menjadi lebih luas, karena dalam persoalan muamalat umat Islam tidak dapat membatasi diri 
dengan hanya melakukan transaksi  di antara sesama muslim saja. Transaksi dalam masalah 
muamalat selalu melampaui batasan wilayah teritorial, bangsa dan juga agama. Beberapa hadis 
yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, Nabi Muhammad SAW melakukan 
transaksi jual beli secara non tunai dengan Yahudi dan juga melakukan transaksi gadai sebagai 
bentuk jaminannya. 
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Menurut Tarmizi, hadis tersebut dapat dikatagorikan sebagai hadis hasan 
shahih. Berdasarkan hadis tersebut, umat Islam diberi kebebasan untuk 
berekspresi dalam suatu perjanjian dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Umat 
Islam memiliki kesempatan untuk membuat ketentuan tertentu bagi kebutuhan 
dan kepentingan mereka sendiri selama kesempatan yang diberikan tersebut tidak 
melewati batas ketentuan syara‟. Umat Islam harus memastikan diri berada dalam 
koridor yang benar dengan tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. 
Setiap akad yang dibuat oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan 
mereka sebagai wujud dari kebebasan, bukan kerelaan karena keterpaksaan 
terhadap keadaan atau kondisi sehingga mereka seperti tidak memiliki pilihan 
lain. Dalam kondisi tertentu ada pihak juga harus menerima kenyataan dengan 
merelakan kebebasan dan keinginan mereka teredam karena posisi negosiasi yang 
tidak seimbang. Dalam kondisi seperti ini kebebasan membuat akad belum 
muncul dengan baik, sehingga keabsahan akad untuk diberlakukan dan dipatuhi 
oleh masing-masing pihak belum tercapai sehingga tidak bisa dipastikan akad 
tersebut mengikat para pihak. 
Hanya akad yang telah memenuhi ketentuan kebebasan dalam membuat 
akad yang bisa membuat para pihak tunduk dan mematuhi sepenuhnya secara 
suka rela terhadap diktum perjanjian yang telah mereka buat. Bila nantinya dalam 
proses implementasi ternyata kesepakatan yang telah dibuat tersebut telah 
menyulitkan salah satu pihak maka hal tersebut dapat dianggap sebagai 
konsekwensi dari akad, maka keterpaksaan tersebut tidak bisa dianggap sebagai 
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sesuatu yang telah melanggar prinsip kebebasan berkontrak. Setiap pihak 
memiliki kesempatan dan kebebasan sepenuhnya untuk menganalisis terhadap 
semua kemungkinan dan konsekwensi  yang akan terjadi bila akad tersebut dibuat 
dan disepakati. 
Menurut fukaha, apabila akad yang telah disepakati, dan klausula-klausula  
dan syarat-syarat yang tercantum dalam akad tersebut tidak melanggar ketentuan 
syar‟i maka akad tersebut telah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk 
diberlakukan kepada para pihak yang telah menyepakati akad tersebut. Akad telah 
memiliki daya paksa untuk dilaksanakan oleh para pihak dengan penuh kesadaran 
dan keikhlasan. 
Dalam perspektif fiqh muamalah, pihak developer yaitu PT DSP 
menyiapkan kontrak beserta diktum-diktum yang menjadi isi perjanjian sesuai 
kebutuhannya, selanjutnya pihak PT DSP menyerahkan kontrak kepada pihak 
pemborong untuk dibaca dan dipelajari dengan maksud dan tujuan kontrak 
tersebut dapat dipahami oleh pihak pemborong, setelah itu kontrak ditandatangi 
oleh pemborong sebagai bentuk persetujuan atas isi kontrak yang akan 
diimplementasi dalam perjanjian pembangunan rumah milik PT DSP. Sekilas 
pihak pemborong tidak memiliki hurriyah terhadap penyusunan klausula 
perjanjian karena telah ditetapkan oleh pihak PT DSP, namun hal tersebut tidak 
sepenuhnya tepat karena pihak PT DSP membuat kontrak tersebut untuk 
memudahkan pihak pemborong dalam penyusunan kontrak. Kontrak yang dibuat 
oleh PT DSP bukan merupakan kontrak baku karena tetap dapat diubah sesuai 
kesepakatan para pihak.  
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Dengan asas kebebasan berkontrak yang dibolehkan dalam konsep fikih 
muamalat, maka para pihak yang terlibat dalam kontrak terikat perjanjian secara 
pasti dan sah demi hukum, karena kontrak tersebut dibuat didasarkan kerelaan 
dari kedua belah pihak. 
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BAB EMPAT 
P E N U T U P 
 
 Bab terakhir ini merupakan konklusi dari uraian bab-bab sebelumnya yang 
memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah 
penelitian dan juga urun ide terhadap beberapa alternatif dari hasil kajian tentang  
sistem pekerjaan pemborongan pembangunan rumah real estate pada PT. 
Darussalam Seujahtera Property menurut akad ijarah bi al-amal. Adapun naratif 
dari kesimpulan kajian dan saran-sarannya dipaparkan dalam sub bab di bawah 
ini. 
4.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data  yang telah dipaparkan pada 
bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Manajemen PT. Darussalam Seujahtera Property dalam memperkerjakan 
tukang borongan telah membuat perjanjian tertulis yang menjadi pegangan 
dalam pelaksanaan pembangunan real estate di Rukoh, Darussalam. Kontrak 
yang memuat hak dan kewajiban developer dan pemborong. Pihak PT DSP 
menetapkan ongkos kerja berdasarkan luas rumah dan membayar ongkos 
kerja didasarkan pada progres pembangunan yang dicapai. Bila Pihak 
pemborong melakukan kesalahan dalam mengaplikasi gambar, semua 
kerugian yang muncul dalam  pembangunan kembali ditanggung oleh pihak 
tukang sepenuhnya. Dalam kontrak juga dimuat diktum tentang kewajiban 
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tukang untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tenggang waktu 
yang disepakati.. 
2. Pada proses pembangunan perumahan  manajemen PT. Darussalam 
Seujahtera Property sangat mementingkan quality control, untuk memastikan 
pekerjaan tukang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dalam desain 
gambar. Untuk menghasilkan pencapaian terbaik, manajemen PT DSP 
memperkerjakan  karyawan yang khusus mengawasi seluruh proses 
pembangunan dan juga kinerja kepala tukang beserta anggotanya. 
Keberadaan karyawan yang mengontrol proses pembangunan  mempermudah 
pihak developer untuk melihat hasil dari pekerjaan tukang yang harus sesuai 
dengan perencanaan di awal. Pengawas lapangan memberikan gambar 
spesifikasi kepada pekerja bentuk dan ukuran rumah yang akan dibangun dan 
kan diberikan pemberitahuan jika ada perubahan bentuk dan spesifikasi. 
Pengawasan juga dilakukan untuk melihat progress dari tahapan-tahapan 
pekerjaan tukang dalam melaksakan pembangunan agar bisa dilakukan 
pembayaran upah kepada kepala tukang. 
3 Desain kontrak kerja dalam pembangunan perumahan yang dilakukan oleh 
PT. Darussalam Seujahtera Property dengan pihak pemborong jelas  
menggunakan akad  ijarah bi al- amal. Prinsip dasar yang dapat digunakan 
untuk menganalogi perjanjian kerja pemborongan tersebut yaitu adanya para 
pihak yaitu manajemen PT DSP dan pihak pemborong. Dalam konsep fiqh 
muamalah dikenal sebagai ‘aqidani yaitu pihak ajir dan musta’jir. Ajir adalah 
pihak pemborong yang sekaligus bertindak sebagai kepala tukang sedangkan 
76 
 
musta’jir yaitu pihak PT. DSP yang memiliki proyek perumahan. Perjanjian 
kerja yang disepakati para pihak merupakan shighah al-‘aqd dibuat secara 
tertulis yang memuat hak dan kewajiban harus dilakukan secara timbal balik 
sebagai subjek hukum. Pekerjaan pembangunan yang menjadi kewajiban 
pihak pemborong merupakan objek akad ijarah bi al-amal, sebagai 
imbalannya pihak kedua ini berhak menadapatkan upah yang jelas dimuat 
nilai nominalnya dalam kontrak yang menjadi kewajiban pihak PT DSP untuk 
membayarnya sesuai dengan persentase hasil kerja. Perjanjian  yang dibuat 
para pihak menurut konsep ijârah bi al-‘amal  juga sah demi hukum karena 
dibuat berdasarkan kerelaan para pihak sebagai manifestasi keinginan para 
pihak untuk mengikatkan diri pada  perjanjian ini sebagai kebutuhan bisnis. 
4.2 Saran 
 Setelah melakukan penelitian dan menganalisis sistem pekerjaan 
pemborongan pembangunan rumah real estate pada PT. Darussalam Seujahtera 
property menurut akad ijarah bi al-amal,  ada beberapa saran yang ingin penulis 
sampaikan. Di antaranya adalah sebagai berikut: 
1. kepada kepala tukang untuk lebih memperhatikan lagi terhadap kinerja 
para anggota yang melaksanakan pembagunan perumahan PT. Darussalam 
Seujahtera property dan menangani permasalahan tentang pihak pekerja 
yang kurang mempuni dalam pekerjaannya agar hasil dari pekerjaannya 
sesuai yang dengan perencanaan dan  berkualitas bagus dan itu tentu 
mnguntungkan semua pihak.  
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2. kepada pihak developer yang mempunyai proyek pembangunan 
perumahan PT. Darussalam Seujahtera property lebih memperhatikan 
kembali tentang besaran upah yang diterima oleh pihak kepala tukang agar 
menyesuaikan dengan harga pasaran di luar mengingat kepala tukang 
memiliki anggota yang banyak dalam melakukan pekerjaan dan ini juga 
memotivasi pihak pekerja untuk meningkatkan kualitas kinerja.  
3.  penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran 
pembaca agar aktivitas muamalah yang kita lakukan sehari-hari sesuai 
dengan ketentuan syariat. Dan pada setiap pekerjaan yang kita lakukan 
untuk meningkat kualitas dari pekerjaan itu dan juga tidak ada pemaksaan 
untuk melakukan pekerjaan demi mewujudkan keinginan pribadi serta 
mengorbankan kepentingan orang lain. 
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